
 
 

 
 

SKRIPSI 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PUNGLI OLEH KADES SUKO KECAMATAN 

SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO 

 

 

 

Oleh:  

LINTANG ARRIFAH ANGGRAENY PUTRI 

NIM.19.111.111.65 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA 

2023 



 
 

 
 

SKRIPSI 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK 

PIDANA PUNGLI OLEH KADES SUKO KECAMATAN 

SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu  

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum1 

 

Oleh:  

 

LINTANG ARRIFAH ANGGRAENY PUTRI 

NIM.19.111.111.65 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BAYANGKARA SURABAYA 

2023 



 
 

ii 

 

SURAT PERNYATAAN 

Nama   : Lintang Arrifah Anggraeny Putri 

Tempat/Tgl Lahir  : Sidoarjo 15 Juli 2000 

NIM   : 1911111165 

Program Studi  : Ilmu Hukum 

Alamat  : Jl. raya Suko RT 001 RW 001 No. 24 Suko, Sukodono, 

Sidoarjo, Jawa Timur 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul 

”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli yang Dilakukan Oleh 

Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 

adalah benar-benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). 

  Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya 

bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu1Hukumnya. 

  Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan 

penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya. 

Surabaya, ………………….. 

 

 

 

Lintang Arrifah Anggraeny Putri 



 
 

iii 

 

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI 

PADA TANGGAL ............. 

 

 

 

 

Oleh 

Pembimbing 

 

 

 

Herma Setiasih., SH., M.Hum. 

 

 

Mengetahui: 

Ketua Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

Siti Ngaisah, S.H., M.H 

 

 



 
 

iv 

 

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 

Pada Tanggal .................. 

 

 

 

 

 

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 

 

 

 

Dr. Karim., SH., MH 

 

 

 

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi., S.H., M.Hum. (.......................................) 

 

Herma Setiasih., S.H., M.Hum. (.......................................) 

 

Ina Rosmaya., S.H., M.Hum. (.......................................) 

 



 
 

v 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam 

semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat serta para pengikutnya. 

Dengan rahmat Allah SWT dan berkat bantuan dari semua pihak makan 

Penulis merasa berbahagia atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dalam 

rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. 

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pungli yang Dilakukan Oleh Kades Suko Kecamatan 

Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan 

Negeri Sidoarjo”. Penulis mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan baik secara 

lisan maupun tulisan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini Penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.1Dari rasa 

Bahagia itu, tak lupa Penulis menghaturkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor 

Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi kesempatan 

kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya. 

2. Bapak Dr. Karim, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Bhayangkara Surabaya. 



 
 

vi 

 

3. Ibu Siti Ngaisah, SH., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultasa Hukum 

Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa memberikan 

dukungan dan semangat. 

4. Ibu Herma Setiasih, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas 

Bhayangkara Surabaya yang telah banyak mendidik dan membina 

selama menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya. 

6. Kedua Orangtua, Papa Agus Subekti, S.H. dan Mama Siti Herawati, 

serta Adikku Lulu Neysa Rahma dan juga segenap keluarga lainnya 

yang tiada henti memberikan semangat, dukungan moril dan materil 

serta doa. Kiranya Allah Swt. membalas dengan segala berkah-Nya.  

7. Fajar Putra Bagaskara, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang 

selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan 

skripsi ini, meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril dan 

senantiasa selalu sabar. Terima kasih telah menjadi bagian dari 

perjalanan hidup saya hingga sekarang. 

8. Rekan-rekan seperjuangan Maulidiyah, Fadilah, Vannia, dan seluruh 

keluarga besar Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah berbagi dan 

membantu baik tenaga maupun pikiran guna menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, 

dengan rasa hormat, mengharap akan kritik dan saran yang bersifat 

membangun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin 



 
 

vii 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Penulis 

 

 

Lintang Arrifah Anggraeny Putri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 

 

ABSTRAK 

Pungli menjadi kejahatan sosial luar biasa. Pungli merajalela di lapisan 

organisasi pemerintahan. Banyak oknum pejabat otoriter melakukan penggelapan 

aset guna kepentingan pribadi. Klasifikasi paling kecil (petty corruption) hingga 

besar (grand corruption). Kejahatan ini dilakukan oknum tatanan desa yang 

pemeran utamanya adalah kepala Desa Suko. Lahan subur menjadi akses 

menguntungkan dengan modus pungli mengenai administrasi PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) yang dipungut biaya tidak rasional dengan jumlah 

RP.2.500.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. Dari kasus tersebut, muncul 

permasalahan: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus tindak 

pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? Kedua, apakah proses 

penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo telah memenuhi unsur keadilan?  

Untuk menjawab1permasalahan tersebut, dalam1penelitian ini 

menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari lembaga penegak hukum di 

Kejaksaan Negeri Sidoarjo, seperti wawancara dan keterangan langsung dari para 

penegak hukum, literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah sebagai 

bahan sekundernya, serta kasus empiris sebagai pendekatannya. Dengan demikian 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Socio Legal 

Approach).  

Secara keseluruhan, dapat diambil inferensi awal bahwa proses penegakan 

hukum tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah sesuai 

prosedur perundang-undangan, dari1proses penyelidikan, penyidikan, hingga 

proses persidangan. Dan memutuskan sebuah putusan, penerapan hukuman dan 

pasal yang tepat kepada Rokhayani. Hingga perlindungan korban juga diperdulikan 

oleh aparat penegak hukum. Dengan catatan tersebut memunculkan inferensi akhir 

bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pungli 

PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi keadilan karena lembaga yang 

terkait memberikan restitusi kepada warga Desa Suko.  

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pungli, Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, Keadilan.  
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ABSTRACT 

Extortion has become an extraordinary social crime. Extortion is rampant in 

government organizations. Many authoritarian officials embezzle assets for 

personal gain. The classification is smallest (petty corruption) to large (grand 

corruption). This crime was committed by village officials, the main actor being the 

head of Suko Village. Fertile land becomes profitable access with the mode of 

extortion regarding the administration of PTSL (Complete Systematic Land 

Registration) which is levied with irrational fees in the amount of Rp.2,500,000.00 

to Rp.5,000,000.00. From this case, problems arise: First, what is the law 

enforcement process in the case of PTSL extortion at the Sidoarjo District 

Attorney's Office? Second, has the law enforcement process in the case of1PTSL 

extortion at the Sidoarjo District Attorney's Office fulfilled the elements of justice?  

To answer these problems, this study uses the results of data obtained 

directly from law enforcement agencies at the Sidoarjo District Attorney's Office, 

such as interviews and direct testimony from law enforcement officials, literature 

such as laws, books, journals, scientific papers as secondary materials, and 

empirical cases as the approach. Thus this research can be categorized as field 

research (Socio Legal Approach).  

Overall, it can be taken as a preliminary inference that the process of law 

enforcement of PTSL extortion in the Sidoarjo District Attorney's Office is in 

accordance with statutory procedures, from the investigation process, investigation, 

to the trial process. And decided a verdict, the application of punishment and the 

right article to Rokhayani. Until the protection of victims is also considered by law 

enforcement officials. With this note, it raises the final inference that the law 

enforcement process carried out against PTSL extortion crimes at the Sidoarjo 

District Attorney's Office has fulfilled justice because the relevant institutions 

provide restitution to Suko Village residents.  

 

Keywords: Law Enforcement, Extortion Crime, Complete Systematic Land 

Registration, Justice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Adanya pungli, atau pungutan liar pada umumnya, telah menjadi salah 

satu bentuk kejahatan sosial yang dikecualikan. Kejahatan pungutan liar ini 

tersebar luas di semua lapisan masyarakat dan di setiap organisasi 

pemerintahan modern atau birokrasi pada umumnya. Pada level ini, wilayah 

administrasi yang selalu berada di atas menciptakan lahan subur bagi 

tumbuhnya pungutan liar dan sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa 

elemen. 

Pungli adalah pengenaan pembayaran di luar konteks tertentu tanpa 

otorisasi resmi dan dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu pemerasan 

menjadi perhatian besar masyarakat khususnya di Indonesia, karena pungli 

dapat mengganggu rencana pembangunan Indonesia, masalah sosial 

ekonomi dan politik, serta merusak moral dan nilai-nilai demokrasi. Jadi 

pemerasan dapat disebut pemerasan sedangkan pemerasan merupakan 

tindak pidana menurut undang-undang.1 

Dalam arti sebenarnya, pungli adalah tindakan destruktif di mana 

banyak pejabat dan lembaga pemerintah menyalahgunakan kekuasaan 

mereka untuk menyuap, memalsukan, dan menggelapkan aset untuk 

                                                           
1 Leurensius Arliman S, “Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik 

Direktorak Kriminal Kasus”  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22, No 1, April 2020. Hal 50. 
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kepentingan mereka sendiri. Ibarat virus, pungli tunduk pada perubahan 

yang sangat cepat dalam birokrasi pemerintahan, mulai dari peringkat paling 

bawah (korupsi kecil-kecilan), seperti menerima suap atau memberi suap 

dalam manajemen. Dan pungli dalam arti luas (korupsi serius), misalnya 

penyelewengan dana negara oleh oligarki dengan berbagai cara.2 

Jenis korupsi yang berdampak signifikan terhadap catatan kriminal 

Indonesia adalah kejahatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dalam 

berbagai bentuk politik yang tidak praktis, bersifat rahasia dan pribadi, dan 

ketika kejahatan ini dibiarkan menjadi penyakit kekuasaan. Tindak pidana 

pungutan liar ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Saat ini, korupsi merupakan kejahatan birokrasi yang paling banyak 

terjadi, yang tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga 

telah merambah ke pelosok daerah yang pelaku utamanya adalah 

pemerintah daerah. Mirisnya, kejahatan ini dilakukan aparat tingkat desa 

dengan kepala desa sebagai pelaku utamanya, yang kini sudah menjadi 

kebiasaan. Perlu ditekankan bahwa korupsi birokrasi ini tidak hanya 

dilakukan oleh pejabat, tetapi juga dapat dilakukan oleh mereka yang bukan 

pejabat tetapi berhak menjalankan fungsi negara untuk kepentingan umum. 

                                                           
2 Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi  Edisi Kedua” (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), Hal 8-9. 
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Sehingga kepala desa yang dikenal sebagai PNS juga bisa menyimpan 

potensi korupsi.  

Lahan yang sangat subur menjadikannya tempat yang sangat 

menguntungkan bagi kepala desa, yang dicapai dengan memeras pungutan 

liar di wilayah administrasi. Seperti halnya penyelenggaraan pendaftaran 

tanah di desa manapun, dipungut biaya yang sangat tidak masuk akal. 

Mengingat aspek pendaftaran harta benda yang sangat penting bagi warga 

negara Indonesia, memudahkan para pihak yang terlibat untuk mengetahui 

status dan status hukum dari harta benda dan hak atas tanah serta 

memberikan bukti hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum yang 

nyata. Dan itu diatur dalam Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

jo Keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.  

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pendaftaran Tanah 

Sistem Lengkap (PTSL) yang dirancang untuk pendaftaran tanah di seluruh 

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PTSL) tersebut diatur dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981. Keputusan tersebut 

menyatakan bahwa untuk menetapkan pengelolaan tanah, pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan pendaftaran tanah secara massal, yaitu ungkapan 

kepastian hukum untuk membuktikan tanah dan hak milik sebagai bukti 

hukum.3 

                                                           
3 Sudjito, PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang 

Bersifat Strategis, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hal.7.  
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Tujuan Kebijakan PTSL adalah memberikan solusi strategis terhadap 

sengketa pertanahan untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan 

kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di bidang pertanahan, untuk 

mendorong stabilitas pembangunan ekonomi dan politik.4 Kebijakan ini 

menjamin pelayanan pendaftaran properti yang cepat, mudah dan 

terjangkau untuk membuat pendaftaran properti di Indonesia lebih efisien.  

Adapun kebijakan baru pemerintah tersebut tidak lepas dari persoalan-

persoalan yang menghambat pelaksanaannya dan bertentangan dengan 

aturan dan norma yang ada. Misalnya, pungutan liar untuk pendaftaran 

tanah untuk mendapatkan sertifikat, yang menjadi perhatian masyarakat. 

Korupsi dapat berdampak negatif bagi negara karena dipandang merusak 

moral dan perekonomian negara serta menyebabkan bertambahnya 

kemiskinan yang dikhawatirkan akan menjadi budaya jangka panjang.  

Banyak kasus korupsi mengemuka terkait kasus korupsi Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Kabupaten Sidoarjo. 

Kejadian ini terjadi di Kecamatan 1 Sidoarjo oleh seorang Kepala Desa 

Suko yang bengis di daerah Sukodono bernama Rokhayani. Rejim Pingli 

yang digunakan oleh kepala desa harus menarik sejumlah uang dari warga 

yang memperoleh dokumen pengadaan tanah untuk persyaratan PTSL, baik 

berupa sertifikat izin pengadaan tanah, sertifikat warisan atau jual beli tanah 

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima). ratus ribu rupiah) Rp. 5.00.000,00 

                                                           
4 Ibid. Hal.8. 
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(lima juta rupiah) per petak tergantung dari luas petak yang diusulkan. 

Semua itu akan dihimpun per orang dari 1.300 (seribu tiga ratus) pemohon, 

sedangkan Desa Suko akan menerima 1.500 (seribu lima ratus) hibah tanah 

untuk program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Sedangkan 

menurut Mochi. Kantor Badan Pertahanan Negara Kabupaten Marzuki 

Sidoarjo, petugas mekanisme kebijakan PTSL, mulai dari saran, pendataan, 

pengukuran dan validasi hingga penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon 

yang didanai oleh APBN. Moch Marzuki1 juga menyampaikan bahwa 

pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti 

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), surat pembebasan tanah atau dasar1 

pembebasan tanah (izin, warisan, dan jual beli ) dan pembayaran 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana korupsi sejak awal dibentuk 

dan diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 31 Tahun 1999 

No. 20 Tahun 2001. 

Menurut Kepala Intelijen Kejaksaan Sidoarjo Aditya Rakatama, Aditya 

Rakatama mengatakan, Kades Suko ditinggal tim penyidik dan menerima 

kuitansi tunai sebesar Rp 100 juta. Untuk Desa Suko dan jumlahnya. 

Tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan nama-

nama pemohon dalam arsip yang membayar penerbitan sertifikat tanah, 

dokumen pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) 

dan informasi tentang penyerahan oleh penyidik menetapkan Kepala Desa 
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Suko sebagai tersangka dan terdakwa berdasarkan Pasal 11 dan 12 UU 

Tipikor Tahun 20015. 

Berdasarkan ketentuan pidana restitusi yang diatur dalam Pasal 20 UU 

Tipikor 2001, Pasal 12, huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling banyak paling sedikit Rp 0.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Harus ditekankan 

bahwa dalam hal ini kejahatannya sangat serius karena dalam korupsi 

kerusakan negara atau masyarakat sangat serius. 

Kepastian hukum merupakan indikasi bagaimana hukum dapat 

ditegakkan, sesulit apapun pembatasannya. Walaupun tujuan hukum adalah 

untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dalam 

hal ini “seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ia 

harus dihukum”. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka 

penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam tentang pembuatan 

sertifikat tanah, mengingat korupsi yang dilakukan dalam kasus ini sangat 

merugikan masyarakat, khususnya warga desa Suko, yang mendaftarkan 

calon. Mereka justru menjadi korban pungli oleh kepala desa sendiri sebagai 

bagian dari penyidikan “penuntutan terhadap pelaku pungli” di bawah 

Pendaftaran Tanah Sistem Penuh (PTSL) yang dilakukan oleh Kepala Desa 

Suko, Kecamatan Sukodono, di Kejaksaan Negeri Sidoarjo”. 

                                                           
5 https://timesindonesia.co.id/amp/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-

kejaksaan-kasus-pungli-ptsl diakses pada jumat, 30 Desember 2022, pukul 22.33 

https://timesindonesia.co.id/amp/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl
https://timesindonesia.co.id/amp/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl
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A.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa 

rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan dijadikan fokus penyusunan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 

PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? 

2. Apakah Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi 

PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi unsur keeadilan?  

B. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penelitian proposal ini yang 

dimaksud oleh peneliti. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang 

telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan di sini 

diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai1berikut: 

a. Untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana proses penegakan 

hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus pungli 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo. 

b. Untuk menganalisis tentang tercapai atau tidaknya keadilan dalam 

proses penegakan hukum terhadap kasus pungli Pendaftaran Tanah 

Sitematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. 
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2. Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di1atas, adapun tujuan 

khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian 

ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya. 

 

C.  Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

 Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan khususnya ilmu hukum pada umumnya, dan referensi 

keilmuan di bidang hukum hukum pidana dan hukum acara pidana 

semakin meningkat dan dapat menjadi referensi literatur. Lebih 

khusus lagi, terhadap kasus korupsi Sistem Pendaftaran Tanah 

Lengkap (PTSL). Diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian serupa berikutnya.  

2. Manfaat Praktis 

 Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan 

pemahaman tentang proses yang dilaksanakan, serta gagasan dan 

presentasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan mata pelajaran yang 

dipelajari, seperti: Pejabat pemerintah, pengacara dan mahasiswa dalam 

pemberantasan korupsi di daerah.  
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D. Kajian Pustaka 

 Kerangka teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

ide atau kerangka yang pada intinya bertujuan untuk mengidentifikasi 

dimensi sosial yang menurut peneliti signifikan.6 Beberapa kerangka teori 

yang menjadi dasar penelitian para peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Teori Hukum Pidana  

         Struktur hukum teintunya meimiliki tujuan jangka peindeik dan jangka 

panjang. Bagaimana me imbuat hukum pidana de ingan tujuan 

meinciptakan peirdamaian beirdasarkan keiseirasian keiteirtiban dan 

peirdamaian. Tujuan hukum baru te ircapai deingan pasti ke itika hukum 

meinjamin keipastian hukum dan meineigakkan keiadilan.7 

Meinurut Van Apeildroioin, tujuan hukum itu seindiri adalah untuk 

meingatur keiteirpaduan keihidupan manusia kei dalam masyarakat yang 

damai. Inilah pe irwujudan keiadilan dalam masyarakat, maka tidak 

beirleibihan jika dikatakan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk 

meimbeila keiadilan.8 Hukum juga meimiliki seikurang-kurangnya 3 (tiga) 

peiran po ikoik dalam masyarakat, antara lain:  

a. Seibagai sarana peingeindali soisial (soicial cointro il). 

b. Seibagai sarana untuk meimpeirlancar proiseis inteiraksi so isial. 

                                                           
6 Soerjono Soekantp, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; Universitas IndonesiaPress, 1986) 

Hal.124. 
7 Emon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika,  (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) Hal.13. 
8 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adol, Problematika Filsafat Hukum, (Jakarta: 

Grassindo, 1999), Hal. 126. 
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c. Seibagai sarana untuk meinciptakan keiadaan teirteintu.9 

  Hukum pidana seibagai suatu siste im meimpunyai sifat umum yaitu 

suatu keisatuan, meingandung be ibeirapa unsur, seimua unsur itu saling 

beirkaitan satu sama lain dan ke imudian meimbeintuk suatu struktur. 

Hukum pidana meilindungi keipeintingan pribadi dan umum. Hukum 

pidana juga me ilindungi dua keipeintingan yang be irbeida ini deingan 

meimbeirlakukan sanksi khusus, yang be ibeirapa di antaranya harus 

dilawan deingan tindakan pe imeirintah yang leibih keiras.10 

      Dalam hukum pidana kita be irbicara teintang sanksi pidana dan 

sanksi o ipeirasio inal. Sanksi pidana ceindeirung meineikankan unsur balas 

deindam (abso ilut), atau dapat dikatakan pe ilakunya se ingaja dilukai. 

Seimeintara itu, sanksi o ipeirasio inal beirsumbeir dari gagasan dasar 

meilindungi masyarakat dan me imbimbing atau me inangani para 

peinjahat.11 Agar sanksi te irseibut dapat diteirapkan pada suatu tindak 

pidana, te irleibih dahulu harus dipe irjeilas apakah peirbuatan te irseibut 

meirupakan tindak pidana. Me inurut Ro ieislan Saleih, keisalahan teirdiri 

dari beibeirapa unsur, yaitu: 

a. Adanya keimampuan untuk me impeirtanggung jawabkan pidana 

dalam arti jiwa peinjahat itu se ihat dan noirmal. 

                                                           
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) Hal.34. 
10 Djoko Sumaryanto, buku ajar Sistem Peradiloan pidana, (Surabaya: UBHARA Press 2020) Hal. 

23. 
11 Sudarto, Hukum Pidana, Jilid I A, (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973) Hal.7.  
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b. Adanya kaitan inteirnal antara pe ilaku deingan peirbuatannya, baik 

diseingaja (doilus) maupun lalai (culpa). 

c. Peinulis tidak me imiliki alasan untuk me impeirbaiki ke isalahan 

teirseibut.12 

2. Teori Penegakan Hukum 

      Tujuan peineigakan hukum adalah me ingatur masyarakat de ingan 

meinye iimbangkan keipeintingan-keipeintingan yang dilindungi agar 

damai dan adil, seihingga seitiap anggo ita masyarakat meindapatkan yang 

seibeisar-beisarnya.13  

      Meinurut So ieirjoinoi Soieikanno i, keipoilisian adalah ke igiatan yang 

meinye ilaraskan hubungan nilai-nilai yang digambarkan o ileih prinsip-

prinsip yang te igas dan meiwujudkan sikap tindakan se ibagai rangkaian 

tahap akhir dari transfoirmasi nilai untuk meinciptakan, me imeilihara, dan 

meindukung keiteintraman so isial.14 

      Oirang-oirang dalam masyarakat umumnya me imiliki ke iyakinan 

teirteintu teintang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan te irseibut 

seilalu diungkapkan se icara beirpasangan, misalnya me imadukan nilai 

teirtib deingan nilai keipeintingan seindiri, meimadukan nilai peimbangunan 

beirkeilanjutan deingan nilai ino ivasi dan seibagainya.  

                                                           
12 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hal. 77. 
13 RE. Baringbing, Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Informasi, 

(Jakarta, 2001), Hal 54. 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindoo, 

(Jakarta, 2005), Hal.5. 
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      Dalam keipoilisian, pasangan nilai ini harus dise ilaraskan, kare ina 

nilai keiteiraturan beirmula dari cinta, se idangkan titik toilak peirdamaian 

adalah keibeibasan. Harmo inisasi pasangan nilai te irseibut me insyaratkan 

agar fakto ir-fakto ir peindukung teircapainya keiadilan meindapat peirhatian 

yang re ilatif seiimbang, yang dalam praktiknya tidak se ilalu mudah. 

Beirdasarkan hal te irseibut, Soieirjoinoi Soieikanto i meineimukan bahwa 

peirmasalahan peineigakan hukum seibeinarnya teirleitak pada fakto ir-fakto ir 

yang dapat me impeingaruhinya. Adapun fakto ir-fakto ir yang me indukung 

teirwujudnya hak te irseibut adalah seibagai beirikut: 

a. Fakto ir hukumnya seindiri. 

b. Fakto ir peineigakan hukum, yakni pihak-pihak yang me imbeintuk 

maupun meineitapkan hukum. 

c. Fakto ir saranan atau fasilitas yang me indukung peineigakan hukum.15 

3. Teori Keadilan 

         Keiadilan meirupakan salah satu dari tiga tujuan ke iadilan (fairneiss, 

keipastian dan keimanfaatan). Ide ialnya, undang-undang harus 

meimbahas keitiganya. Namun masih ada yang be irpeindapat bahwa 

keiadilan meirupakan tujuan utama, bahkan ada yang be irpeindapat 

bahwa keiadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.16 Hakim Indo ineisia 

Bismar Sireigar meimbeiri co into ih meingatakan: Jika saya 

meingoirbankan keipastian hukum untuk me imbeila keiadilan, saya 

                                                           
15 Ibid., Hal.6. 
16 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia 

(dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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meingoirbankan hukum ini. Hukum hanya sarana, se idangkan keiadilan 

adalah tujuan.17 

       Keiloimpo ik yang beirbeida meinafsirkan banyak nilai-nilai abstrak 

seipeirti adil (adil), sah (leigal), sah (leigal), tidak me imihak (tidak 

meimihak), eigaliteir (sama hak), adil (layak), adil (dapat dite irima 

seicara mo iral), dan adil. (beinar seicara mo iral). Di antara be irbagai 

deifinisi yang dike imukakan di atas, pe ingeirtian keiadilan sangat tidak 

jeilas, meimiliki banyak arti dan banyak pe inghilangan, te irutama 

meinyangkut peineigakan hukum pidana dan hubungannya de ingan hak 

dan keiwajiban antar masyarakat. 

      Joihn Rawls, salah satu peimikir teirkeimuka di bidang filsafat po ilitik 

dan filsafat mo iral, meingungkapkan gagasannya dalam Te ioiri 

Keiadilan, yang saat ini me injadi landasan utama diskusi kointeimpo ireir 

teintang filsafat po ilitik dan filsafat mo iral. Rawls me ingatakan bahwa 

keiadilan adalah jawaban atas pe irtanyaan me ingapa anggo ita 

masyarakat se icara koileiktif me ineirima dan meimatuhi aturan so isial 

yang me ineintukan peimbagian hak dan ke iwajiban di antara me ireika 

seindiri.18 Meinanggapi hal te irseibut, Rawls beirpeindapat bahwa 

keiheindak beibas seiluruh anggo ita masyarakat untuk me ineirima dan 

meingeijar keipeintingan so isial yang ada adalah kareina adanya ke iadilan 

yang be irdasarkan keiadilan (justicei). 

                                                           
17 Bismar Siregar, Rasa Keadilan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), Hal. 7. 
18 Iqbal Hasanudin, Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, Jurnal Reefleksi, 

Vol 17:2 (Oktober 2018), Hal. 194.  
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      Keitika kita beirbicara te intang peingaturan so isial ko ihabitasi, 

variabeil utamanya adalah bagaimana hak dan ke iwajiban 

didistribusikan se icara meirata dan adil, seihingga se itiap o irang 

meindapat manfaat yang sama dan me inanggung beiban yang sama.19 

Peingadilan yang tidak me imihak atau tidak me imihak adalah cara untuk 

meincapai keiadilan proiseidural murni yang juga dapat me injamin hasil 

yang adil. Oileih kareina itu, untuk meinjaga keiseiimbangan dalam 

peimbagian hak dan ke iwajiban, Rawls juga me ineikankan peintingnya 

ko intrak yang adil antara se iluruh anggo ita masyarakat. Ke irja sama 

so isial hanya dapat dilakukan de ingan peirjanjian ini. Dari asas umum 

teirseibut, Rawl meirumuskan dua asas keiadilan, antara lain:  

1. Seitiap o irang harus me imiliki hak yang sama atas ke ibeibasan 

fundameintal yang seiluas-luasnya, seiluas keibeibasan yang se itara 

untuk seimua. 

2. Keitimpangan (dalam hal ini ke itimpangan so isial eikoinoimi) harus 

diatur seideimikian rupa se ihingga meinguntungkan o irang-oirang 

yang paling tidak be iruntung dan se imua peikeirjaan atau po isisi 

untuk seimua oirang. 

 

E. Metode Penelitian 

      Peineilitian meirupakan keigiatan ilmiah yang dilakukan seicara analitis dan 

meitoidis, sisteimatis dan ko insistein. Meitoidoiloigi dapat diartikan se ibagai 

                                                           
19 Ibid, Hal.195.  
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keiseisuaian deingan suatu meitoidei atau deingan cara teirteintu. Siste imatis 

meingacu pada pe ineilitian beirdasarkan siste im. Koinsisteinsi adalah tidak 

adanya hal-hal yang beirteintangan dalam ke irangka teirteintu.20 

1. Jenis Penelitian  

Peineilitian yang dilakukan o ileih peinulis adalah peineilitian lapangan 

(eimpiris). Artinya pe ineilitian se icara inteinsif beirkaitan de ingan latar 

beilakang situasi teirkini dan inteiraksi soisial, individu, keilo impo ik, leimbaga 

dan masyarakat. Pada dasarnya, pe ineilitian ini be irtujuan untuk 

meimeicahkan masalah-masalah praktis di masyarakat. Pe ingumpulan 

infoirmasi yang dilakukan o ileih ko ileikto ir untuk meindapatkan info irmasi 

yang akurat dilakukan me ilalui wawancara de ingan peitugas keipoilisian 

Keijaksaan Neigeiri Sido iarjo i teintang bagaimana pro iseis peinuntutan kasus 

koirupsi Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL). 

2. Tipe Penelitian 

   Peineilitian ini meirupakan peineilitian hukum eimpiris. Pe ineilitian hukum 

eimpiris adalah te intang peimeicahan masalah be irdasarkan fakta-fakta 

teirkini dan keimudian meinganalisisnya untuk me ineimukan jawaban atas 

masalah yang ada. Pe ineilitian ini tidak teirbatas pada peingumpulan dan 

peinyusunan info irmasi oileih peitugas keipoilisian Kanto ir Keicamatan 

Sidoiarjoi, teitapi juga meincakup analisis dan inte irpreitasi info irmasi yang 

dipeiro ileih meilalui inveistigasi kriminal seicara jeilas dan teipat. 

 

                                                           
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta UI Press, 2010), Hal 42. 
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3. Pendekatan Masalah  

 Peindeikatan hukum so isial ini me injadi dasar untuk me ineilaah 

peineilitian atau peineilitian me ilalui meitoidei peineilitian e impiris atau 

peineilitian lapangan, yang tujuannya adalah untuk me ingumpulkan 

keiteirangan dan info irmasi reismi dari hasil wawancara de ingan aparat 

keipo ilisian Keijaksaan Sido iarjoi yang teirlibat dalam peimbahasan. . Atau 

Proif. Adji Sameiknoi meirupakan kajian ilmu fikih de ingan 

meimpeirtimbangkan fakto ir-fakto ir so isial deingan teitap beirada dalam 

batas-batas tulisan-tulisan hukum.21 

4. Sumber Bahan Hukum dan Data 

Dalam artikeil ini sumbe ir hukum dan data dibagi me injadi dua 

bagian, sumbe ir data prime ir dan sumbeir data seikundeir. Sumbe ir 

info irmasi di sini te irkait langsung de ingan kasus pungutan liar PTSL 

yang te irjadi di Keijaksaan Neigeiri Sido iarjoi 

1) Sumbe ir data primeir 

Sumbe ir infoirmasi utama peinyidikan ini adalah info irmasi teirkait 

kasus yang dipe iroileih langsung dari pe itugas keipoilisian di Keijaksaan 

Neigeiri Sido iarjoi. Infoirmasi yang be irsumbeir dari beirbagai info irmasi 

atau fakta langsung dari aparat pe ineigak hukum atas kasus ko irupsi 

yang dipro iseis meilalui Peindaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap 

(PTSL). 

                                                           
21 Prof. Adji Samekto “Kuliah Umum FH UMK Tentang Metode Socio Legal” , 

(http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode- 

 sociolegal-kuliah-umum -umk-perkenalkanmetode-socio-legal Diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 

07.57) 

http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-
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2) Sumbe ir data seikundeir 

Data seikundeir yaitu data dari liteiratur dan bahan hukum yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan peineilitian ini. Sumbe ir infoirmasi 

seikundeir dibagi meinjadi tiga bagian: bahan hukum prime ir, seikundeir 

dan teirsieir. Bahan hukum primeir adalah bahan yang pada prinsipnya 

meimpunyai keikuatan me ingikat. Infoirmasi se ikundeir juga 

meileingkapi infoirmasi primeir. 

a. Bahan hukum primeir 

Teirdiri dari Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indo ineisia 

Tahun 1945, Undang-Undang No imoir 5 Tahun 1960 teintang 

Undang-Undang Po ikoik Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum 

ST Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Undang-SI Undang No imoir 2 Tahun 2002 leintang Keipoilisian 

Neigara Reipublik Indo ineisia, Undang-Undang No imoir 31 Tahun 

1999 jo i Undang-Undang No imoir 20 Tahun 2001 te intang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Koirupsi seirta Peiraturan 

Peimeirintah Noimoir 24 Tahun 1997 teintang Peindaftaran Tanah. 

b. Bahan hukum seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang me imbeirikan 

peinjeilasan leibih lanjut me ingeinai bahan hukum prime ir seipeirti 

jurnal, buku-buku, seirta karya ilmiah me ingeinai upaya hukum 

teirhadap kasus tindak pidana pungli Pe indaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL) 
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c. Bahan hukum teirsieir 

Bahan hukum teirsieir yaitu bahan hukum yang me imbeirikan 

peitunjuk dan info irmasi teirhadap kata-kata yang me imbutuhkan 

peinjeilasan leibih lanjut yaitu Kamus Be isar Bahasa Indo ineisia, 

Kamus Bahasa Inggris, E insikloipeidia dan beibeirapa artike il dari 

meidia inteirneit. 

5. Prosedur Pengumpulan Bahan dan Data 

Meitoidei peingumpulan data yang digunakan o ileih peinyusun dalam 

peineilitian ini yaitu:  

a. Oibseirvasi 

Oibseirvasi adalah proiseis peingumpulan data yang te irjadi meilalui 

peingamatan seicara sisteimatis teirhadap oibjeik kajian, yaitu se icara 

sadar dan teireincana dan tidak seimbarangan.22 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk me impeiroileih infoirmasi langsung dan 

keigiatan yang beirkaitan deingan peineilitian yang dilakukan dan 

beirfungsi seibagai peidoiman peitunjuk wawancara. Dalam pe ineilitian 

ini wawancara dilakukan o ileih Keijaksaan Sido iarjoi. 

c. Doikumeintasi 

Peindoikumeintasian adalah peincarian infoirmasi teintang hal-hal atau 

variabeil-variabeil beirupa do ikumein-doikumein, khususnya yang 

                                                           
22 Winarto Surahmat, Pengantar Metodologi ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), Hal. 132. 
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beirkaitan deingan tindak pidana Pungli, Siste im Peindaftaran Tanah 

Leingkap (PTSL). 

6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum 

Meinganalisis data dari pe ineilitian ini meinggunakan de iskripsi untuk 

meindapatkan jawaban untuk me irumuskan masalah. Me itoidei kualitatif 

digunakan dalam pe ineilitian ini. Artinya, mate iri yang be irisi uraian 

kalimat dipeilajari seicara tuntas dan mate iri teirseibut tidak dianalisis 

dalam mateimatika atau seijeinisnya. Analisis data dilakukan de ingan 

meinyusun fo irmat dalam beintuk deiskripsi. 

7. Jadwal dan Lokasi Penelitian 

      Loikasi peineilitian yang dipilih pe inulis adalah kanto ir Keijaksaan 

Neigeiri Sido iarjoi yang beiralamat di Jalan Sultan Agung No i. 36 

Sidoikumpul, Gajah Timur, Mage irsari, Kabupate in Sido iarjoi, Jawa 

Timur.  

F. Sistematika Penulisan 

         Sisteimatika peinulisan skripsi in untuk me imudahkan peimbahasan agar 

dapat diuraikan se icara teipat, seirta meindapat keisimpulan yang be inar, maka 

peinyusun me imbagi reincana skripsi ini me injadi beibeirapa bab. Diantara 

sisteimatika bab peimbahasannya adalah se ibagai beirikut: 

Bab I  meirupakan peindahuluan yang teirdiri dari latar beilakang masalah yang 

akan diteiliti, rumusan masalah, tujuan pe ineilitian, manfaat atau ke igunaan 

peineilitian, kajian pustaka, ke irangka, me itoidei peineilitian, dan siste imatika 
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peimbahasan yang me injeilaskan gambaran umum peineilitian yang akan 

dilakukan o ilei peinyusun. 

 Bab II be irisikan beintuk peineigakan hukum tindak pidana pungli 

Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) di Keijaksaan Neigeiri 

Sidoiarjo i 

 Bab III beirisikan analisis pro iseis peineieigakan hukum teirhadap keiadilan 

meingeinai kasus pungli Pe indaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) di 

Keijaksaan Neigeiri Sido iarjo i 

 Bab IV beirisi peinutup yang teirdiri dari keisimpulan dan saran dari pe ineilitian 

skripsi ini se ibagai masukan bagi se imua pihak yang teirkait deingan proiseis 

peineilitian, dise irtai daftar pustaka se irta lampiran- lampiran. 
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BAB II 

BENTUK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGLI 

PTSL (PENDAFTARAN TANAHH SISTEMATIS LENGKAP) DI 

KEJAKSAAN NEGERI1SIDOARJO 

A. Pengertian Penegakan Hukum  

       Peineigakan hukum adalah pro iseis peimeinuhan keiinginan yang sah. 

Maksud dari le igal will disini adalah pe imikiran-peimikiran parleime in 

yang dituangkan dalam undang-undang. Rulei oif law adalah be intuk 

yang digariskan dalam pe imikiran parleimein, yang juga me ineintukan 

bagaimana po ilisi dijalankan. Pe ineigakan hukum beirpeiran seibagai 

peilindung keipeintingan manusia agar ke ipeintingan manusia dapat 

teirlindungi, maka hukum harus diteigakkan. Peinuntutan bisa no irmal dan 

damai, tapi bisa juga untuk pe ilanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum 

yang dilanggar harus diikuti. Me ilalui hukum ini, hukum me injadi 

keinyataan. Ada 3 (tiga) hal yang pe irlu dipeirhatikan dalam pe ineirapan 

undang-undang teirseibut, yaitu:23 

1. Keipastian Hukum (Reichtssicheirheiit) 

Hukum harus dilaksanakan dan dite igakkan. Se imua oirang 

beirharap bahwa hukum akan be irlaku keitika peiristiwa ko inkreit 

teirjadi. Meingeinai hukum yang beirlaku, pada prinsipnya tidak 

boileih meinyimpang dari fiat Justicia e it peireiat Mundus (walaupun 

dunia beirantakan, hukum harus dipatuhi). Itulah yang diinginkan 

                                                           
23 Sudikno Merto Kusumo “Mengenal Hukum” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999) Hal. 145  
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keipastian hukum. Keipastian hukum adalah pe irlindungan yang 

sah teirhadap keiseiweinang-weinangan, yang beirarti bahwa dalam 

keiadaan teirteintu akan meimpeiroileih suatu yang diharapkan dalam 

keiadaan teirteintu.  

2. Manfaat (Zweickmassigkeiit)  

Masyarakat me ingharapkan manfaat dari pe ilaksanaan atau 

peineigakan hukum teirseibut. Hukum adalah untuk manusia, maka 

peineigakan hukum atau law e infoirceimeint harus me imbeirikan 

manfaat atau keimaslahatan bagi masyarakat. Jangan sampai 

hukum diteigakkan atau dipaksakan, te irjadi geijoilak di 

masyarakat.  

3. Keiadilan (Geirchtigkeiit)  

Sangat peinting bagi masyarakat bahwa ke iadilan 

dipeirtimbangkan keitika me ineirapkan atau me ineigakkan hukum. 

Keiadilan harus diutamakan dalam pe ilaksanaan dan pe ineigakan 

hukum. Keiadilan tidak ide intik deingan keiadilan. Hukum be irsifat 

umum, meingikat untuk seimua, meinggeineiralisasi. Pe incuri harus 

dihukum tanpa diskriminasi te irhadap siapapun yang me incuri. Di 

sisi lain, keiadilan beirsifat subye iktif, individualistis dan tidak 

digeineiralisasikan. Peimo ilisian di Indo ineisia me imiliki faktoir-

fakto ir yang meindukung tujuan peimoilisian. Fakto ir-fakto ir yang 

meimpeingaruhi peineigakan hukum di Indo ineisia: 24 

                                                           
24  Soerjono Soekamto “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta, Rajawali press, 2015) Hal. 15 
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a.  Fakto ir Hukum  

Yang di maksud de ingan hukum adalah se isuatu yang 

meinimbulkan aturan-aturan yang meimpunyai keikuatan yang 

beirsifat meimaksa, yaitu apabila dilanggar akan me indapat 

sanksi yang teigas dan nyata.25 

b. Fakto ir Masyarakat 

Seicara foirmal, peirusahaan dapat dibagi me injadi 2 (dua) 

tingkat keidalaman yang be irbeida. Yang pe irtama adalah 

masyarakat yang langsung dan spo intan, yang ke idua adalah 

masyarakat yang te iroirganisir dan te irceirmin. Masyarakat 

deingan poila spo intan dianggap le ibih kreiatif baik dalam po ila 

pikir maupun peirilakunya, se idangkan masyarakat yang 

teiroirganisir meimiliki cara be irpikir yang baku dan banyak 

peireincanaan seicara sadar.26 

c. Fakto ir Keibudayaan  

Budaya meimiliki tugas yang sangat peinting bagi masyarakat 

dan manusia. Untuk me imeinuhi keibutuhannya, masyarakat 

meimiliki keibutuhan mateirial dan spiritual yang se ibagian 

beisar dipeinuhi oileih budaya yang be irasal dari masyarakat itu 

seindiri. Akan teitapi, keimampuan manusia sangat te irbatas, 

                                                           
25 Yulies Tina Masriani, “Pengantar  Hukum Indonesia” (Sinar Grafika Jakarta 2004) Hal. 13  
26 Alvin Johnson  “Sosioologi  Hukum” (Rineke Cipta, Jakarta. 2004) Hal. 194 
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seihingga keimampuan budaya yang dihasilkan ciptaannya 

juga teirbatas dalam meimeinuhi seigala keibutuhan.27 

d. Fakto ir Sarana dan Fasilitas 

Tanpa sumbeir daya dan alat khusus, pe ineigakan hukum tidak 

mungkin beirfungsi deingan baik. Sarana atau fasilitas 

teirseibut antara lain pe irsoineil yang teirlatih dan be irkualitas, 

oirganisasi yang baik, pe iralatan yang me imadai, dana yang 

meimadai, dan seibagainya. Jika prasyarat ini tidak te irpeinuhi, 

leimbaga peineigak hukum tidak dapat meincapai tujuannya.28 

B. Kasus Posisi  

        Pada tanggal 4 Fe ibruari 2021 Teirdakwa Ro ikhayani te irpilih 

meinjadi Keipala Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi beirdasarkan Surat 

Keiputusan Bupati Sido iarjoi No imoir : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 Teintang 

Peingeisahan Keipala Deisa teirpilih. Roikhayani meinjalani tugasnya 

seibagai Ke ipala Deisa seipeirti biasa dimana me inyeileinggarakan 

peimeirintahan deisa, meilaksanakan peimbangunan, dan pe imbeirdayaan 

masyarakat. Lalu pada tanggal 20 Juli 2021 be irdasarkan Keiputusan 

Kanto ir Peirtahanan Kabupatein Sido iarjoi Noimoir : 181 / Keip – 35.15 / VII 

/ 2021 te intang Peirubahan Keidua atas Keiputusan Keipala Kanto ir 

Peirtahanan Kabupate in Sido iarjoi Noimoir : 381 / KEiP – 35.15 / XII / 2020 

teintang Peineitapan Lo ikasi Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap 

                                                           
27 Soejono Soekanto “Sosiologi sebagai Suatu Pengantar” (Rajawali Persada, Jakarta 1990) Hal. 

178 
28 Satjipto Raharjo “Ilmu Hukum” (Penerbit Alumni Bandung. Bandung 1998) Hal. 8 
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Tanggal120 Juli 2021, Deisa Suko i Keicamatan Suko ido inoi diteitapkan 

seibagai lo ikasi yang me indapatkan proigram Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL) Tahun 2021. Bahwa De isa Suko i 

meindapatkan kuo ita seibanyak 1.500 (seiribu lima ratus) bidang tanah 

untuk diajukan kei Proigram Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap 

(PTSL). Me iskipun beilum ada so isialisasi dari Badan Pe irtahanan 

Nasio inal Kabupatein Sido iarjoi, dan Proiseidur peingajuan Pro igram 

Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) Tahun 2021, Te irdakwa 

Roikhayani te irlah teirleibih dahulu me imbeintuk Panitia Deisa Proigram 

Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) Tahun 2021, de ingan 

meingeiluarkan Surat Keiputusan Keipala Deisa Suko i No imoir 01 Tahun 

2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Te intang Peimbeintukan Pro igram 

Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) Deisa Suko i Keicamatan 

Suko idoinoi Tahun 2021. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 

teilah dilakukan so isialisasi dari Badan Pe irtahanan Nasio inal Kabupatein 

Sidoiarjoi oileih Moich. Marzuki, A.Ptnh. MH yang dihadiri o ileih Teirdakwa 

Roikhayani, Pe irangkat Deisa, Rt, Rw, Toikoih Masyarakat, To ikoih Agama 

dan seiluruh panitia Proigram Peindaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap 

(PTSL) Tahun 2021. O ileih Mo ich. Marzuki, A.Ptnh. MH dari Badan 

Peirtahanan Nasio inal Kabupate in Sido iarjoi disampaikan biaya untuk 

peingurusan Pe indaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap adalah se ibeisar Rp. 

150.000,00 (seiratus lima puluh ribu rupiah). Bagi Warga yang 

meingikuti Pro igram ini harus me ileingkapi syarat-syarat di antaranya 
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Kartu Keiluarrga (KK), Kartu Tanda Pe induduk (KTP), Pe imbayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Pe iroileihan Tanah atau Dasar 

Peiro ileihan Tanah (Hibah, Waris, atau Jual Be ili), dan biaya se ibeisar 

Rp.150.000,00 (seiratus lima puluh ribu rupiah). Kare ina hampir se iluruh 

peimo ihoin di Deisa Sukoi beilum meimiliki Surat Peiroileihan Tanah seibagai 

dasar dalam peimilikan tanah baik be irupa Hibah, Waris, atau Jual Be ili, 

maka seilanjutnya seiluruh peimoihoin meingurus peiroileihan tanahnya 

keipada Peimeirintahan Deisa Suko i. Seiteilah meingeitahui beigitu banyaknya 

warga yang akan me ingurus Surat Pe iroileihan Tanah (Hibah, Waris, dan 

Jual Beili), maka pada hari Se ilasa tanggal 10 Agustus 2021 Te irdakwa 

Roikhayani me ingadakan rapat di ruang ke irja Keipala Deisa Suko i 

beirsama-sama deingan panitia lainnya, yang pada intinya me irapatkan 

teintang adanya pe inarikan atau pe imungutan seijumlah uang bagi warga 

yang me ingurus atau me ingikuti Pro igram Peindaftaran Tanah Siste imatis 

Leingkap (PTSL) se ibeisar antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu rupiah) hingga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) seitiap 

bidangnya. Untuk warga pe imo ihoin PTSL yang ingin me ingajukan te itapi 

tidak punya uang maka tidak jadi dan tidak bisa meingajukan PTSL. Lalu 

tindakan itu se imua dilapo irkan o ileih warga langsung ke i Keijaksaan 

Neigeiri Sido iarjoi dan tidak lama keimudian Tim Peinyidik Keijaksaan 

Neigeiri Sido iarjoi meilakukan Oipeirasi Tangkap Tangan dan me ineimukan 

barang bukti yang dite imukan di ruang ke irja Keipala Deisa Suko i beirupa 

uang tunai se ijumlah Rp.149.800.000,00 (seiratus eimpat puluh se imbilan 
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juta deilapan ratus ribu rupiah) seirta seijumlah doikumein teirkait kasus ini 

seirta buku catatanan nama-nama peimoihoin yang teilah me imbayar untuk 

meilakukan atau me ingikuti pro igram peinyeirtifikatan tanah, do ikumein 

peimbeintukan panitia PTSL dan catatan peinyeirahan uang ke i Keipala 

Deisa Suko i. Dan Roikhayani diteitapkan seibagai teirsangka pada tanggal 

31 Januari 2022, pe inahanan beirlangsung seilama 20 hari ke idapan, 

seibeilum ditahan, Roikhayani me injalani peimeiriksaan peirdana seibagai 

teirsangka. Pe inahanan ini sudah se isuai deingan keiteintuan hukum yang 

beirtujuan agar te irsangka tidak me ilarikan diri, tidak me inghilangkan 

barang bukti, dan tidak me ilakukan tindak pidana lagi. Lalu 

peirpanjangan Pe inuntut Umum, se ijak tanggal 20 Feibruari 2022 sampai 

deingan tanggal 31 Mareit 2022, Peirpanjang peirtama o ileih Keitua 

Peingadilan Tindak Pidana Ko irupsi pada Peingadilan Neigeiri Surabaya 

seijak tanggal 01 April 2022 sampai de ingan tanggal 30 April 2022, 

Peirpanjang keidua o ileih Keitua Peingadilan Tindak Pidana Ko irupsi pada 

Peingadilan Neigeiri Surabaya se ijak 01 Meii 2022 sampai de ingan tanggal 

30 Meii 2022, Oileih Peinuntut Umum se ijak tanggal 25 Me ii 2022 sampai 

deingan tanggal 13 Juni 2022, Maje ilis Hakim Peingadilan Tindak Pidana 

Koirupsi pada Pe ingadilan1Neigeiri Surabaya se ijak tanggal 6 Juni 2022 

sampai deingan tanggal 5 Juli 2022, Peirpanjangn Keitua Peingadilan 

Tindak Pidana Ko irupsi pada Peingadilan Neigeiri Surabaya se ijak tanggal 

6 Juli 2022 sampai de ingan tanggal 3 Se ipteimbeir 2022, Pe irpanjang 

peirtama Keitua Peingadilan Surabaya se ijak tanggal 4 Se ipteimbeir 2022 
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sampai deingan tanggal 3 Oikto ibeir 2022, Peirpanjang keidua Keitua 

Peingadilan Tinggi Surabaya se ijak tanggal 4 O ikto ibeir 2022 sampai 

deingan tanggal 2 No iveimbeir 2022. To ital keirugian pungli PTSL yang 

dilakukan o ileih Teirdakwa Ro ikhayani meincapai Rp. 306.050.000,00 

(tiga ratus einam juta lima puluh ribu rupiah). Peirbuatan itu meilanggar 

Pasal 12 Huruf (e i) UU RI No i 20 Tahun 2001 te intang peirubahan atas 

UU RI Noi 31 tahun 1999 teintang peimbeirantasan tindak pidana ko irupsi, 

yaitu de ingan diancam pidana pe injara paling singkat 4 tahun dan paling 

lama 20 tahun se irta dikeinai deinda paling seidikit 200 juta dan paling 

banyak 1 miliar. Se ilain itu Roikhayani juga dijeirat deingan Pasal 11 UU 

RI No i 20 Tahun 2001 teintang peirubahan atas UU RI No i 31 tahun 1999 

teintang peimbeirantasan tindak pidana ko irupsi deingan ancaman pidana 

peinjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun se irta deinda 

paling seidikit 50 juta dan paling banyak 250 juta.  

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli PTSL di 

Kejaksaan Negeri Sidoarjo 

1. Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo 

Peinyeilidikan adalah tahap awal dari pro iseis hukum atau 

inveistigasi di mana peitugas atau keiloimpo ik me ingumpulkan 

infoirmasi dan bukti te irkait kasus atau ke ijadian. Tujuan dari 

peinye ilidikan adalah untuk me ingumpulkan infoirmasi yang cukup 

dan meimadai untuk meimbantu meimutuskan apakah suatu kasus atau 

insidein peirlu diseilidiki leibih lanjut.  
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Peinyeilidikan, di sisi lain, adalah fase i pasca-peinye ilidikan di 

mana peitugas atau tim me ingumpulkan bukti yang le ibih rinci dan 

meinye iluruh teintang suatu keijadian atau keijadian. Tujuannya adalah 

untuk meineintukan apakah te irsangka beirsalah atau tidak dan untuk 

meimutuskan apakah akan me ilanjutkan tuntutan pidana atau tidak.  

Dalam tatanan hukum yang adil, pe inyeilidikan harus 

dilakukan seibeilum peinyeilidikan dilakukan. Me ilakukan 

peinye ilidikan tanpa peinye ilidikan yang teipat dapat me inyeibabkan 

peinyalahgunaan keikuasaan dan ke igagalan untuk me ingideintifikasi 

teirsangka peilaku. Oileih kareina itu, peinyeilidikan harus dilakukan 

seibeilum peinyeilidikan seileisai. 

Dalam kasus pungli PTSL yang dilakukan o ileih Keipala Deisa 

Sukoi ini, Keijaksaan teilah me ilakukan proiseis peinye ilidikan te irleibih 

dahulu saat seiteilah ada warga yang me ilapoir, warga itu adalah saksi 

koirban dimana warga itu me inajdi koirban tindak pidana pungli PTSL 

dan meimbeirikan keisaksian atau ke iteirangan dalam pro iseieis 

peinye ilidikan. Warga itu me ilapoir kei Keijaksaan deingan me inyeirtakan 

bukti kwitansi peimbayaran uang PTSL ke ipada Ro ikhayani de ingan 

beirbagai macam no iminal, mulai dari Rp 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) sampai deingan ada yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

itu seimua jeilas teirtanda tangan langsung o ileih Ro ikhayani se ilaku 

Keipala Deisa Suko i yang me ilakukan peimungutan biaya itu. Pihak 

Keijaksaan langsung me ingirimkan Kasi Inte il untuk me ilakukan 
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peinye ilidikan ulang te irhadap barang bukti itu, tim pe inyidik te irjun 

langsung kei Kanto ir Deisa Suko i untuk meinggeileidah te irutama di 

ruangan keirja Ro ikhayani, dan teirjadilah OiTT (Oiprasi Tangkap 

Tangan) yang meineimukan adanya barang bukti lainnya. Lalu Kasi 

Inteil meilapoirkan seimua hasil peinye ilidikannya pada hari itu ke i pihak 

Keijaksaan Neigeiri Sido iarjo i untuk seilanjutnya di te irbitkan surat 

panggilan reismi keipada Ro ikhayani seibagai proiseis peinyidikan leibih 

lanjut. Peinyidikan peirtama dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022, 

Roikhayani pada saat itu langsung di pe iriksa peirdasarkan lapo iran 

yang teilah diadukan oileih saksi ko irban, Pada saat pro iseis peinyidikan 

Roikhayani dimintai keiteirangan te intang bagaimana pungli PTSL 

bisa teirjadi.29 

2. Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan meirupakan dasar pe inting hukum acara pidana 

kareina beirdsarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan 

meimeiriksa peirkara peimeiriksaan didasarkan ke ipada surat 

dakwaan.30 Pada kasus pungli PTSL yang dilakukan o ileih Roikhayani 

seilaku Keipala Deisa Suko i, bahwa Teirdakwa diajukan kei peirsidangan 

oileih Peinuntut Umum didakwa be irdasarkan surat dakwaan se ibagai 

beirikut. 

                                                           
29 John Franky Yanafia Ariandi (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 

10 April 2023 
30 Andi Hamzah “Hukum Acara Pidana Indonesia” Jakarta, Sinar Grafika 2017 Hal. 167. 
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Bahwa Teirdakwa Ro ikhayani yang me injabat seibagai Keipala 

Deisa Suko i Keicamatan Sukoidoinoi Kabupatein Sidoiarjoi diantara 

Tanggal 1 Agustus samapi Tanggal 31 Agustus 2021 atau se itidak-

tidaknya dalam tahun 2021 be irteimpat di Kanto ir Deisa Suko i 

Keicamatan Suko idoinoi Kabupatein Sido iarjoi, atau se itidak-tidaknya 

pada suatu teimpat yang teirmasuk dalam daeirah hukum Pe ingadilan 

Tindak Pidana Koirupsi pada Pe ingadilan Neigeiri Surabaya yang 

beirweinang meimeiriksa dan me ingadili peirkaranya be irdasarkan 

keiteintuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Reipublik Indo ineisisa 

Noimoir 46 Tahun 2009 Teintang Peingadilan Tindak Pidana Ko irupsi 

“seibagai o irang yang meilakukan, meinyuruh lakukan atau turut se irta 

meilakukan peirbuatan, yaitu Pe igawai Neigeiri atau Pe inyeileieinggara 

Neigara, bahwa hadiah atau janji padahal dike itahui atau patut diduga, 

bahwa hadiah atau janji te irseibut dibeirikan kareina keikuasaan atau 

keiweinangan yang beirhubungan deingan jabatannya, atau yang 

meinurut pikiran o irang yang me imbeirikan hadiah atau janji te irseibut 

ada hubungan deingan jabatannya” yang dilakukan te irdakwa deingan 

cara dan rangkaian seibagai be irikut : 

- Teirdakwa Ro ikhayani me injabat seibagai Keipala Deisa Suko i 

Keicamatan Suko idoinoi Kabupatein Sido iarjoi beirdasarkan Surat 

Keiputusan Bupati Sido iarjoi Noimoir : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 

Teintang Peingeisahan Keipala Deisa Teirpilih Deisa Suko i Keicamatan 

Sukoidoinoi Kabupateiein Sido iarjoi Tanggal 4 Feibruari 2021. 
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- Bahwa seibeilumnya Teirdakwa Ro ikhayani juga me injabat seibagai 

Peirangkat Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi Kabupate in Sido iarjoi. 

- Bahwa seilaku Keipala Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi 

Kabupatein Sido iarjoi, teirdakwa Ro ikhayani beirdasarkan Undang-

undang Noimoir 6 Tahun 2014 teintang Deisa, Pasal 26 meimpunyai 

tugas dan keiweinangan seibagai beirikut :  

1. Keipala Deisa beirtugas me inye ileinggarakan Peimeirintahan Deisa, 

meilaksanakan Peimbangunan Deisa, peimbinaan keimasyarakatan 

Deisa, dan peimbeirdayaan Masyarakat De isa. 

2. Dalam meilaksanakan tugas se ibagaimana dimaksud pada ayat 

910, Keipala Deisa beirweinang : 

a. Meimimpin peinyeileinggaraan Peimeirintahan Deisa 

b. Meingangkat dan meimbeirheintikan peirangkat Deisa 

c. Meimeigang keikuasaan peingeiloilaan Keiuangan dan Ase it Deisa 

d. Meineitapkan Peiraturan Deisa 

e. Meineitapkan Anggaran Pe indapatan dan Beilanja Deisa 

f. Meimbina keihidupan masyarakat De isa 

g. Meimbina keiteintraman dan keiteirtiban masyarakat Deisaa 

h. Meimbina dan Meiningkatkan peireikoinoimian skala pro iduktif untuk 

seibeisar-beisarnya keimakmuran Deisa 

i. Meingeimbangkan sumbeir Peindapatan Deisa 

j. Meingusulkan dan me ineirima peilimpahan seibagai ke ikayaan 

Neigara guna meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat De isa 
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k. Meingeimbangkan keihidupan soisial budaya masyarakat De isa 

l. Meimanfaatkan teiknoiloigi teipat guna 

m. Meingjo ioirdinasikan peimbangunan Deisa seicara parsitipatif 

n. Meiwakili Deisa didalam dan diluar pe ingadilan atau me inunjuk 

kuasa hukum untuk me iwakilinya seisuai deingan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan 

o. Meilaksanakan weiweinang lain yang se isuai dngan ke iteintuan 

peiraturan peirundang-undangan 

- Bahwa beirdasarkan Keiputusan Kanto ir Peirtahanan Kabupate in 

Sidoiarjoi Noimoir : 181 / Keip – 35.15 / VII / 2021 

Teintang1Peirubahan Keidua atas KeiputusaN Keipala Kanto ir 

Peirtahanan Kabupatein Sido iarjoi Noimoir : 381 / KEiP – 35.15 / XII 

/ 2020 Teintang Peineitapan Lo ikasi Peindaftaran Tanah Siste imatis 

Leingkap (PTSL) Tanggal 20 Juli 2021, Deisa Suko i Keicamatan 

Sukoidoinoi diteitapkan seibagai lo ikasi yang meindapat Pro igram 

Peindaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL) Tahun12021.  

- Bahwa Deisa Suko i meindapatkan Kuoita seibanyak 1.500 (se iribu 

lima ratus) bidang tanah untuk diajukan Pro igram Pe indaftaran 

Tanah Sisteimatiss Leingkap (PTSL). 

- Bahwa meiskipun beilum ada so isialisasi dari Badan Pe irtahanan 

Nasio inal Kabupatein Sido iarjoi teintang bagaimana Pe ingeirtian, dan 

Proiseidur peingajuan Pro igram Peindaftaran Tanah Siste imatis 

Leingkap (PTSL) Tahun 2021, Te irdakwa Ro ikhayani te ilah teirleibih 
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dahulu meimbeintuk Panitia Deisa Proigram Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL) Tahun 2021, de ingan me ingeiluarkan 

Surat Keiputusan Keipala Deisa Suko i Noimoir 01 Tahun 2001 

Tanggal 2 Agustus 2021 Te intang Peimbeintukan Pro igram 

Peindaftaran Tanah Siste ieimatis Leingkap (PTSL) Deisa Suko i 

Keicamatan Suko idoinoi Tahun 2021. 

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 6 Agustus 2021 teilah dilakukan 

soisialisasi dari Badan Pe irtahanan Nasio inal Kabupate in sido iarjoi 

oileih Mo ich. Marzuki, A.Ptnh. MH yang dihadiri o ileih Teirdakwa 

Roikhayani, Peirangkat De isa, Rt, Rw, To ikoih Masyarakat, To ikoih 

Agama dan seiluruh Panitia Pro igram Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL) tahun 2021 dan o ileih Mo ich. Marzuki, 

A.Ptnh. MH dari Badan Peirtahanan Nasio inal Kabupate in Sido iarjo i 

disampaikan biaya untuk Pe ingurusan Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL) adalah se ibeieisar Rp. 150.000,00 

(seiratus lima puluh ribu rupiah). 

- Bahwa bagi warga yang akan me ingikuti Proigram Pe indaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL) harus me ileingkapi syarat-

syarat antara lain Kartu Ke iluarga (KK), Kartu Tanda Pe induduk 

(KTP), Peimbayaran Pajak Bumii dan Bangunan (PBB), Surat 

Peiroileihan Tanah atau Dasar Peiroileihan Tanah (Hibah, Waris, atau 

Jual Beili), dan biaya seibeisar Rp. 150.000,00 (seiratus1lima puluh 

ribu rupiah). 
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- Bahwa kareina hampir se iluruh Peimoihoin Proigram Pe indaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL) Deisa Suko i beilum meimiliki 

Surat Peiroileihan Tanah seibagai dasar dalam peimilikan tanah baik 

beirupa Hibah, Waris atau Jual Be ili, maka seilanjutnya se iluruh 

Peimoihoin meingurus surat Peiroileihan Tanah Keipada Pe imeirintahan 

Deisa Sukoi. 

- Bahwa seicara meilawan hukum, me ingeitahui beigitu banyaknya 

warga yang akan meingurus Surat Pe iroileihan Tanah (Hibah, Waris 

atau Jual Beili), maka pada hari Se ilasa Tanggal 10 Agustus 2021 

Teirdakwa Ro ikhayani me ingadakan rapat di Ruang Ke irja Keipada 

Deisa Suko i Beirsama-sama deingan panitia PTSL yang pada 

intinya dalam rapat te irseibut adalah meimbahas te intang adanya 

peinarikan atau peimungutan seijumlah uang bagi warga yang 

meingurus Surat Peiroileihan Tanah deingan jumlah pe inarikan 

seibeisar antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) seitiap bidangnya. 

- Bahwa untuk meingurus surat Pe iroileihan Tanah bagi warga De isa 

Sukoi meilalui 2 (dua) cara yaitu : 

1. Meilalui Peimeirintah Deisa : 

Peimoihoin Surat Peiroileihan Tanah datang ke i Kanto ir Deisa Suko i, 

seilanjutnya diteirima o ileih bagian peilayanan, dipro iseis oileih 

Seikreitaris Deisa Suko i Ririn Rahmawatii de ingan cara me iminjam 

keipada Teirdakwa Ro ikhayani Buuku Le itteir C atau Kre iteik untuk 
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meincoicoikkan keibeinaran data yaitu pe imilik tanah dan luasnya, 

seiteilah coicoik baru dibuatkan suratnya, yang se ilanjutnya o ileih 

Seikreitaris Deisa Suko i Ririn Rahmawati dimintakan tanda tangan 

kei Teirdakwa Ro ikhayani. 

2. Langsung Keipada Keipala Deisa Sukoi Teirdakwa Ro ikhayani : 

Kareina Peimoihoin PTSL sangat banyak yang be ikeirja pada saat 

pagi hari, maka me ireika me ingurus Surat Peiroileihan Tanah pada 

malam hari, seilanjutnya Teirdakwa Ro ikhayani me imeirintahkan 

seikreitaris PTSL untuk me ingeitikkan Surat Peiroileihan tanah Hibah, 

Keiteirangan Waris, atau Jual Beili tanah. Pada saat me ingeitik surat 

teirseibut, Teirdakwa Ro ikhayani le ibih dahulu meingeiceik pata leitteir 

C. Apabila sudah co ico ik luasnya, dan nama pe imiliknya maka 

dibuatkan Surat Peiroileihan Tanah teirseibut. 

- Bahwa seicara meilawan1hukum Teirdakwa Ro ikhayani me ilakukan 

peinarikan seijumlah uang te irhadap warga yang me ingurus Surat 

Peiroileihan atas Tanah untuk Pe irsyaratan PTSL baik be irupa Surat 

Peiroileihan Tanah Hibah, Keiteirangan Waris, atau1Jual Be ili Tanah 

deingan jumlah uang antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) se itiap 

bidangnya teirgantung dari luasnya lahan yang diajukan.  

- Bahwa teirhadap warga pe imoihoin PTSL yang be irkeiinginan 

meingajukan peirmoihoinan PTSL dan me ilakukan peingurusan Surat 

Peiroileihan tanah teitapi tidak me imiliki seijumlah uang, maka tidak 
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jadi dan tidak bisa meingajukan PTSL kareina tidak bisa me ingurus 

Surat Peiroileihan Tanah seibagai dasar keipeimilikan tanah. 

- Bahwa deingan meinyalahgunakan ke ikuasaannya se ibagai Keipala 

Deisa Suko i Teirdakwa Ro ikhayani teilah meineirima seijumlah uang 

dari warga yang1me ingurus Surat Pe iroileihan Tanah, baik yang 

langsung meingurus kei Teirdakwa Ro ikhayani maupun me ingurus 

meilalui seikreitaris Deisa Ririn Rahmawati yang jumlahnya 

meincapai Rp. 306.050.000,00 (tiga ratus e inam1juta lima puluh 

ribu rupiah).  

- Bahwa uang hasil pe inarikan dari warga yang me ingurus Surat 

Peiroileihan Tanah yang jumlahnya me incapai Rp. 306.050.000,00 

(tiga ratus einam juta lima puluh ribu rupiah), dari jumlah te irseibut, 

Rp. 155.100.000,00 (seiratus lima puluh lima juta se iratus ribu 

rupiah) beirada dalam keikuasaan Teirdakwa Ro ikhayani se idangkan 

sisanya seibeisar Rp. 150.950.00,00 (seiratus lima puluh juta 

seimbilan ratus lima puluh ribu rupiah) te ilah dipeirgunakan untuk 

keipeintingan pribadi Teirdakwa Ro ikhayani dan Panitia PTSL 

lainnya, itu bukan untuk pe ingurusan Peindaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap (PTSL).  

Peirbuatan Teirdakwa seibagaimana diatur dan diancam pidana se isuai 

deingan Pasal 11 Undang-Undang Reipublik Indo ineisia No imoir 20 Tahun 

2001 Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang Reipublik Indo ineisia Noimoir 

31 tahun 1999 Te intang Peimbeirantasan Tindak Pidana Ko irupsi Jo i Pasal 18 
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Undang-Undang Reipublik Indo ineisia Noimoir 31 Tahun 1999 Te intang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Ko irrupsi seibagaimana te ilah dirubah dan 

ditambah deingan Undang-Undang Reipublik Indo ineisia No imoir 31 Tahun 

1999 Teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Ko irupsi Joi Pasal 55 ayat (1) 

kei-1 KUHP.  

Meingeinai tuntutannya, tuntutan me irupakan peinguraian peirmintaan 

teirhadap Teirdakwa Ro ikhayani yang te ilah di seibutkan dakwaan te ilah 

meilakukan me ilawan hukum, dan Jaksa Pe inuntut Umum me ingajukan 

tuntutann pidananya te irtanggal pada 6 Juni 2022 yang pada po ikoiknya 

seibagai be irikut :31 

1. Meinyatakan Teirdakwa Ro ikhayani teirbukti seicara sah dan 

meiyakinkan beirsalah meilakukan peirbuatan Tindak Pidana Ko irupsi 

seicara beirsama-sama, seibagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pidana Pasal 11 Undang-Undang Reipublik Indo ineisia 

Noimoir 20 Tahun12001 Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang 

Reipublik Indoineisia Noimo ir 31 tahun 1999 teintang Peimbeirantassan 

Tinddak Pidana Koirupsi Joi Pasal 18 Undang-Undang Re ipublik 

Indoineisia No imoir 31 Tahun 1999 Te intang Peimbeirantasan Tindak 

Pidana Koirupsi seibagaimana te ilah dirubah dan ditambah de ingan 

uUndang-Undang Reipublik Indo ineisia Noimoir 20 Tahun 2001 

Teintang Peirubahan Atas Undang-Unddang Reipublik Indo ineisia 

                                                           
31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby Hal 2-22  
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Noimoir 31 Tahun 1999 Te intang Peimbeirantasan Tindak Pidana 

Koirupsi Joi Pasal 55 ayat (1) Kei-1 KUHP. 

2. Meinjatuhkan pidana teirhadap Ro ikhayani beirupa pidana pe injara 

seilama 1 (satu) tahun 10 (se ipuluh) bulan dikurangi seilama 

teirdakwa beirada dalam tahanan, dan ditambah de inda seibeisar Rp. 

50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan.  

3. Meimbayar uang pe ingganti se ibeisar Rp. 37.737.500,- (Tiga puluh 

juta tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah), de ingan 

keiteintuan jika Teirdakwa me imbayar paling lama dalam waktu 1 

(satu) bulan seisudah putusan pe ingadilan me impeiro ileihh keikuatan 

hukum teitap, maka harta be indanya dapat disita o ileih Jaksa 

dan1dileilang untuk meinutupi uang peingganti teirseibut, dalam hal 

Teirdakwa tidak1meimpunyai harta be inda yang me incukupi untuk 

meimbayar uang pe ieingganti, maka diganti de ingan pidana pe injara 

seilama 11 (seibeilas) bulan.  

4. Meinyatakan barang bukti be irupa : 

A. Doikumein yang dise irahkan o ileih saksi Siti Trisnahningsih 

pada saat peirsidangan beirupa : 

1. 1 (satu) leimbar kwitansi tanda te irima dari Siti 

Trisnahningsih RT.12 RW.04 uang se ieijumlah Rp. 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 
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peimbayaran Jual Beili RT.12 RW.04 Deisa Suko i yang ditanda 

tangani Roikhayani Teirtanggal 11 Agustus 2021 

2. 1 (satu) leimbar kwitansi tanda te irima dari Yamah, uang 

seibeisar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk peimbayaran Jual Be ili RT.12 RW.04 De isa Suko i yang 

ditanda tangani Ro ikhayani Teirtanggal 11 Agustus12021 

B. Barang bukti yang diajukan Pe inuntut Umum : 

1. Uang tunai seibeisar Rp. 149.800.000,00 (seiratus eimpat puluh 

seimbilan juta deilapan ratus ribu rupiah) 

2. 1 (satu) leimbar kwitansi tanda te irima dari Heindang uang 

seijumlah Rp. 6.000.000,00 (einam juta rupiah) untuk 

peimbayaran Aktei Hibah tanah 2 (dua) bulang lo ikasi di 

RT.045 RW.003 Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi yang 

ditanda tangani Ro ikhayani Teirtanggal 21 Agustus 2021 

3. 1 (satu) leimbar kwitansi tanda teirima dari Kasan uang 

seijumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk peimbayaran se irtifikat masal dan pajak 2021 yang 

ditanda tangani Ro ikhayani Teirtanggal 21 Agustus 2021. 

4. 1 (satu) beindeil pho itoi coipy Keiputusan Bupati Sidoiarjo i 

Noimoir : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 Teirtanggal 4 Feibruari 

2021 Teintang Peingeisahan Keipala Deisa Teirpilih Deisa Sukoi 

Keicamatan Suko idoinoi Kabupatein Sido iarjo i atas nama 

Roikhayani. 
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5. 1 (satu) leimbar pho itoi coipy surat No imoir : 594 / 17 / 

438.7.10.17 / 2021 Teirtanggal 26 Juli 2021 Te intang 

peirmoihoinan PTSL Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi 

Kabupatein Sido iarjoi Keipada Keipala BPN Kabupate in 

Sidoiarjoi yang ditanda tangani Ro ikhayani se ilaku Keipala 

Deisa Sukoi dan Makhmud seilaku PLT Camat Suko idoinoi 

6. 1 (satu) leimbar pho itoi coipy surat peimbeiritahuan dalam 

rangka meireialisasi proigram peimeirintah te intang 

Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap (PTSL) di De isa 

Sukoi Keicamatan Suko idoinoi Kabupatein Sido iarjoi Noimoir 

592.11 / 111 / 438.7.10.17 / 2021 Te irtanggal 4 Agustus 

2021 yang ditanda tangani Roikhayani seilaku Keipala Deisa 

Sukoi dan Kudhoiri seilaku Keitua Panitia PTSL. 

7. 1 (satu) leimbar pho itoi coipy surat undangan acara so isialisasi 

PTSL Deisa Suko i Noimoir : 005 / 112 / 438.7.10.17 / 2021 

Teirtanggal 4 Agustus 2021 yang ditanda tangani Ro ikhayani 

seilaku Keipala Deisa Suko i dan Kudhoiri seilaku Keitua Panitia 

PTSL. 

8. 1 (satu) leimbar pho itoi coipy surat BPN Kabupate in Sidoiarjo i 

Noimoir : 196 / 002 – 35.15 / VII1/ 2021 Teirtanggal 3 

Agustus 2021 peirihal peilaksaan Proigram Peindaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021.  
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5. Meineitapkan agar Te irdakwa dibe ibani meimbayar biaya pe irkara 

seibeisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  

3. Putusan Pengadilan 

 Teirhadap peirkara tindak pidana pungli PTSL yang dilakukan o ileih 

Ro ikhayani seilaku Keipala Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi yang 

teirdapat dalam Putusan No imoir 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, 

majeilis hakim Peingadillan Tindak Pidana Ko irupsi Peingadilan Neigeiri 

Surabaya me imutuskan bahwa :32  

 

MENGADILI 

1. Meinyatakan Teirdakwa Ro ikhayani teilah teirbukti se icara sah dan 

meiyakinkan beirsalah me ilakukan tindak pidana ko irupsi seicara 

beirsama-sama seibagaimana dalam dakwaan Alte irnatif Keidua. 

2. Meinjatuhkan pidana keipada Teirdakwa o ileih kareina itu deingan 

pidana peinjara seilama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan piddana 

deinda seibeisar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) de ingan 

keiteintuan apabila pidana de inda teirseibut tidak dibayar maka diganti 

deingan pidana kurungan se ilama 1 (satu) bulan. 

3. Meineitapkan masa peinahanan Rutan yang te ilahh dijalani Teirdakwa 

dikurangkan seiluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Meineitapkan Teirdakwa teitap beirada dalam tahanan. 

                                                           
32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby Hal 161-183 
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5. Meineitapkan barang bukti 1-97 dirampas untuk neigara, 

dipeirhitungkan seibagai peimbayaran uang peingganti 

6. Meimbeibankan Teirdakwa Ro ikhayani untuk meimbayar biaya pe irkara 

seibeisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 

Hal-Hal yang meimbeiratkan dan Meiringankan Teirdakwa : 

Dalam hal ini meinjatuhkan putusan hakim me impeirtimbangkan hal-

hal yang me imbeiratkan maupun me iringankan.  

Hal-hal yang meimbeiratkan : 

a. Peirbuatan Teirdakwa beirteintangan deingan proigram peimeirintah 

yang seidang giat-giatnya me imbeirantas tindak pidana ko irupsi. 

Hal-hal yang meiringankan : 

a. Teirdakwa teilah meingeimbalikan keirugian neigara 

b. Teirdakwa beirsikap so ipan dan ko ioipeiratif seilama peirsidangan 

c. Teirdakwa meimiliki keiluarga dan seibagai tulang punggung 

keiluarga 

d. Teirdakwa beilum peirnah dihukum  

4. Pasca Putusan Pengadilan 

      Seiteilah adanya Putusan Pe ingadilan, Teirdakwa me inyatakan 

inkrah pada putusan pe ingadilan. Teirdakwa pun tidak me ilakukan 

banding atas putusan itu, Te irdakwa meinjalankan hukuman se isuai 

apa yang te ilah diputuskan atau dite itapakan o ileih Hakim pada saat 

sidang akhir di Pe ingadilan. Teirdakwa meineiruskan sisa hukuman 
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peinjaranya di Rutan Keijati Jatim Cabang Rutan Klas 1 Surabaya, 

yaitu 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan se irta meimbayar deinda seibeisar 

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan kareina adanya 

kasus te irseibut, seiluruh uang hasil pungutan liar te irseibut dirampas 

o ileih neigara seibeisar Rp. 37.737.500,- (tiga puluh tujuh juta tujuh 

ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada upaya 

asseit reicoiveiry keipada masyarakat Deisa Sukoi Keicamatan Suko idoinoi 

yang me injadi koirban dalam kasus teirseibut. 
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BAB III 

ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEADILAN 

MENGENAI KASUS PUNGLI PTSL (PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO 

A. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)  

1. Kejaksaan  

      Peineigakan hukum teirhadap tindak pidana pungli PTSL (Pe indaftaran 

tanah Siste imatis Leingkap) meirupakan salah satu tugas te irpeinting 

Keijaksaan Agung. Pe inuntutan tindak pidana pungli PTSL (pe indaftaran 

harta keikayaan siste im peinuh) yang dilakukan o ileih peinuntut umum 

dapat dibagi me injadi beibeirapa tahapan, yaitu:33 

a. Peimeiriksaan awal, Pada tahap pe irtama ini, keijaksaan me imeiriksa 

tahapan lapoiran atau peingaduan yang disampaikan o ileih masyarakat 

atau pihak-pihak yang me irasa keiceiwa atas tindak pidana PTSL 

(Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap) yang dilakukan o ileih 

teirdakwa Ro ichayan. Seilama peinyeilidikan ini, jaksa me imeiriksa 

infoirmasi yang diteirima dan me ineintukan apakah ada cukup bukti 

dalam kasus teirseibut untuk dilanjutkan. 

b. Peinyeilidikan, jika teirdapat cukup bukti, Keijaksaan akan me ilakukan 

peinye ilidikan deingan meingumpulkan info irmasi dan bukti-bukti yang 

                                                           
33 Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 10 April 2023. 
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dipeirlukan untuk meingungkap peilaku tindak pidana pungli PTSL 

(Peindaftaran tanah Sisteimatis Leingkap). Pada tahap ini, Ke ijaksaan 

juga akan meiminta keiteirangan dari saksi-saksi dan me ilakukan 

peinggeileidahan. Dan pada akhirnya pihak pe inye ilidik ke ijaksaan 

meilakukan OiTT di teimpat keirja Teirdakwa Ro ikhayani. 

c. Peinuntutan, seiteilah hasil peinyeilidikan dipeiroileih, keijaksaan akan 

meineintukan apakah cukup bukti untuk me ilakukan peinuntutan 

teirhadap peilaku tindak pidana pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap), jika cukup bukti, Keijaksaan akan me ingajukan 

surat dakwaan keipada peingadilan dan me ilakukan peirsidangan. 

d. Peirsidangan, pada tahap pe irsidangan, Keijaksaan akan me ilakukan 

peimbuktian atas tindak pidana pungli PTSL (Pe indaftaran tanah 

Sisteimatis Leingkap) yang dilakukan o ileih Ro ikhayani. Keijaksaan 

juga akan me ineintukan tuntutan hukuman yang se isuai deingan 

peirbuatan yang dilakukan o ileih Roikhayani seilaku Keipala Deisa Sukoi 

Keicamatan Suko idoinoi seibagai peilaku tindak pidana te irseibut. 

e. Putusan seiteilah peirsidangan se ileisai, Peingadilan akan me imbeirikan 

putusan teirhadap Ro ikhayani peilaku tindak pidana pungli PTSL 

(Peindaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap). Keijaksaan akan 

meimastikan bahwa putusan te irseibut dilaksanakan de ingan baik dan 

peilaku yaitu Ro ikhayani me ineirima hukuman yang te ilah diteintukan 

oileih peingadilan.  
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        Proiseis peineigakan hukum di Keijaksaan teirhadap tindak pidana 

pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah Siste imatis Leingkap) harus dilakukan 

seicara pro ifeisio inal dan transparan, tanpa te ikanan dari pihak manapun. 

Keijaksaan juga harus me imastikan bahwa hak-hak peilaku dan ko irban 

diho irmati seilama proiseis peineigakan hukum dilakukan. 

2. Pengadilan 

      Peineigakan hukum teirhadap tindak pidana pungli PTSL (Pe indaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap) dapat dilihat dari be ibeirapa aspeik, yaitu : 

a. Proiseis Peinyidikan, proiseis peinyidikan dalam kasus pungli PTSL 

(Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap) dilakukan o ileih keipoilisian 

atau Koimisi Peimbeirantasan Ko irupsi (KPK) jika te irdapat unsur 

koirupsi dalam kasus te irseibut. Peinyidikan akan dilakukan untuk 

meingumpulkan bukti-bukti dan me ilaksanakan peimanggilan dan 

peimeiriksaan teirhadap teirsangka Ro ikhayani dan saksi-saksi yang 

teirkait deingan kasus teirseibut. 

b. Proiseis Peinuntutan seiteilah peinyidikan seileisai dilakukan, maka 

tahapan seilanjutnya adalan pe inuntutan. Peinuntutan dilakukan o ileih 

Jaksa Peinuntut Umum (JPU) yang sudah meineiliti dan me inganalisis 

hasil peinyidikan yangte ilah dilakukan o ileih peinyidik. JPU akan 

meineintukan apakah Ro ikhayani akan dike inakan tuntutan pidana atau 

tidak. 

c. Proiseis Peirsidangan seiteilah peinuntutan dilakukan, maka tahap 

seilanjutnya adalah peirsidangan. Peirsidangan dilakukan di 
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peingadilan dan dilakukan untuk me imbuktikan apakah te irdakwa 

beinar-beinar meilakukan tindakan pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap) atau tidak. Dalam pe irsidangan, JPU akan 

meimbuktikan keibeinaran dakwaannya de ingan meinghadirkan bukti-

bukti dan saksi-saksi yang te irkait deingan kasus teirseibut. Seimeintara 

itu, teirdakwa atau peingacaranya akan me imbeirikan peimbeieilaan dan 

meimbeirikan bukti-bukti atau saksi-saksi yang me inguntungkan 

dirinya. 

d. Proiseis putusan seiteilah peirsidanggan seileisai ddilakukan, maka 

ttahap seilanjutnya adalah putusan. Putusan akan dike iluarkan o ileih 

hakim yang meimutuskan apakah te irdakwa Ro ikhayani be irsalah atau 

tidak. Apabila teirdakwa Ro ikhayani dinyatakan beirsalah, maka akan 

dijatuhkan hukuman yang se isuai deingan peirbuatan yang dilakukan. 

Dan pada akhirnya putusan me ingatakan bahwa Te irdakwa 

Roikhayani beirsalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun 3 (tiga) 

bulan dan deingan deinda uang seibeisar Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

       Deimikianlah gambaran umum te intang proiseis peineigakan hukum di 

Peingadilan te irhadap tindak pidana pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah 

Sisteimatis Leingkap) yang dilakukan o ileih Ro ikhayani se ilaku Keipala 

Deisa Suko i Keicamatan Suko ido inoi. Seimua proiseis ini dilakukan untuk 

meimastikan keiadilan dan meineigakkan hukum agar peilaku tindak pidana 
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pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah Siste imatis Leingkap) bisa dibe irikan 

hukuman yang pantas.  

B. Analisis Terhadap Pencapaian Keadilan Dalam Proses Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap)  

1. Penetapan Tersangka  

Peineitapan teirsangka dalam pro iseis peineigakan hukum tindak pidana 

pungli di se ikto ir Peimeirintahan, khususnya dalam kasus PTSL 

(Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap), meirupakan tindakan yang 

dilakukan o ileieih aparat pe ineigak hukum se iteilah adanya dugaan tindak 

pidana.  

Proiseis peineitapan teirsangka dilakukan se iteilah adanya pe inyeilidikan 

dan peimeiriksaan teirhadap Ro ikhyanai seilaku Kapala De isa Suko i 

Keicamatan suko idoinoi yang me ilakukan tindak pidana te irseibut. Apabila 

aparat peineigak hukum meineimukan bukti yang cukup, maka Ro ikhayani 

dapat dite itapkan seibagai teirsangka. 

Peineitapan teirsangka bukan be irarti seiseioirang te ilah teirbukti 

meilakukan tindak pidana, me ilainkan masih dalam tahap pe inyeilidikan 

dan peimeiriksaan leibih lanjut untuk meingumpulkan bukti-bukti yang 

cukup untuk meineintukan status hukumnya. 

Dalam proiseis peinyidikan dan pe inuntutan tindak pidana pungli 

PTSL (Pe indaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap), aparat pe ineigak hukum 

harus me ingikuti proiseidur hukum yang te ilah diteitapkan. Seitiap o irang 
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yang me injadi teirsangka meimiliki hak untuk me impeiroileih peirlindungan 

hukum dan hak atas peimbeilaan diri. 

Jika teirdapat bukti yang cukup dan te irsangka teilah diadili, maka 

hakim akan me imutuskan apakah Ro ikhayani teirbukti beirsalah atau tidak, 

dan apabila Ro ikhayani te irbukti beirsalah maka akan dijatuhkan 

hukuman seisuai deingan keiteintuan hukum yang beirlaku.34 

2. Penerapan Pasal Dan Penjatuhan Hukuman  

Pungutan liar pada PTSL (Pe indaftaran tanah Siste imatis Leingkap) 

meirupakan tindak pidana ko irupsi yang dapat ditindak se isuai hukum 

yang be irlaku. Peineigakan hukum te irhadap pungli PTSL (Pe indaftaran 

Tanah Sisteimatis Leingkap) diatur dalam beibeirapa peiraturan peirundang-

undangan, antara lain :35 

a. Undang-Undang Noimoir 20 Tahun 2001 te intang Pe irubahan atas 

Undang-Undang Noimoir 31 Tahun 1999 te intang Peimbeirantasan 

Tindak Pidana Ko irupsi Pasal 12B, Undang-Undang te irseibut 

meinyatakan bahwa se itiap o irang yang me ilakukan pungli dalam 

rangka pe ingurusan administrasi pe imeirintahan dan atau ke igiatan 

usaha dan atau ke igiatan so isial keimasyarakatan, dipidana de ingan 

pidana peinjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) Tahun se irta deinda paling se idikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

                                                           
34 I Putu Kisnu Gupta (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 10 April 

2023. 
35 Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 12 April 2023 
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puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

b. Undang-Undang Noimoir 5 Tahun 1960 te intang Peiraturann Dasar 

Po ikoik-Poikoik Agraria, Undang-Undang teirseibut me ingatur 

meingeinai hak-hak atas tanah di Indo ineisia. Pada Pasal 37 diseibutkan 

bahwa o irang yang me imalsukan bukti-bukti atau do ikumein yang 

diwajiibkan dalam hubungannya de ingan peimbuatan atau 

peindaftaran hak atas tanah, dipidana de ingan pidana pe injara paling 

lama 3 (tiga) Tahun dan atau de inda paling banyak Rp. 10.000.000,00 

(seipuluh juta rupiah). 

c. Undang-Undang Noimoir 25 tahun 2007 teintang Peinanaman Mo idal 

Pasal 26, Undang-Undang te irseibut meinyatakan bahwa pe imeirintah 

wajib me imbeirikan peilayanan administrasi yang mudah, ce ipat, dan 

transparan dalam pe inguruusan peirizinan, peirseitujuan, dan atau 

peinggunaan tanah untuk pe inanaman mo idal. Seitiap peijabat yang 

meilanggar keiteintuan teirseibut dapat dikeinakan sanksi se isuai deingan 

peiraturan peirundang-undangan yang be irlaku. 

Dalam proiseis peineigakan hukum te irhadap pungli PTSL 

(Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap), seiteilah te irbukti adanya 

peilanggaran hukum maka dapat dilakukan peinjatuhan hukuman pidana 

oileih peingadilan. Adapun peinjatuhan hukuman pidana te irseibut dapat 

beirupa pidana pe injara, deinda atau ko imbinasi keiduanya. Se ilain itu, 
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peilaku pungli juga dapat dike inakan sanksi administratif se ipeirti 

peincabutan izin usaha atau1peimeicatan dari jabatan atau peikeirjaannya.  

Pada kasus pungli yang dilakukan o ileih Roikhayani ini meineirapkan 

Pasal 11 Undang-Undang Re ipublik Indo ineisia No imoir 20 tahun 2001 

teintang Peirubahan atas Undang-Undang Reipublik Indoineisia Noimoir 31 

Tahun 1999 Teintang Peimbeirantasan Tindak Pidana Ko irupsi Joi Pasal 

18 Undang-Undang Reipublik Indo ineisia Noimoir 31 Tahun 1999 

Teintang Pe imbeirantasan Tindak Pidana Ko irupsi seibagaimana te ilah 

dirubah dan ditambah de ingan Undang-Undang Reipublik Indo ineisia 

Noimo ir 20 Tahun 2001 te intang Peirubahan Atas Undang-Undang 

Reipublik Indo ineisia Noimoir 31 Tahun 1999 Teintang Peimbeirantasan 

Tindak Pidana Ko irupsi Joi Pasal 55 ayat (1) kei – 1 KUHP. 

Dan peinjatuhan hukuman pada kasus pungli yang dilakukan o ile ih 

Roikhayani adalah me injatuhkan pidana be irupa peinjara seilama 1 (satu) 

Tahun 10 (seipuluh) Bulan dan ditambah de inda seibeisar Rp. 

50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan.  

3. Uang Yang Di Rampas Negara  

Pada umumnya, uang yang dirampas o ileih neigara dalam pro iseis 

peineigakan hukum tindak pidana pungli akan me injadi milik ne igara dan 

akan dike iloila oileih leimbaga yang be irweinang, seipeirti Keijaksaan atau 

Keimeintrian Keiuangan. Uang te irseibut dapat digunakan untuk be irbagai 
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tujuan, se ipeirti meingeimbalikan keirugian yang dide irita o ileih koirban 

pungli, me iningkatkan peingawasan dan peineigakan hukum te irhadap 

praktik pungli, se irta keipeintingan neigara lainnya. 

Dalam kasus PTSL (Pe indaftaran Tanah Sisteimatis Leingkap), jika 

teirbukti ada tindak pidana pungli yang dilakukan dalam pro iseis teirseibut, 

maka uang yang dirampas akan me injadi milik neigara dan dapat 

digunakan untuk me impeirbaiki siste im peindaftaran tanah yang le ibih 

transparan dan te irpeircaya. Se ilain itu, uang te irseibut juga dapat 

digunakan untuk me imbeirikan ko impeinsasi keipada pihak yang dirugikan 

akibat praktik pungli te irseibut. Namun deimikian, peinggunaan uang yang 

dirampas harus me ingikuti pro iseidur yang beirlaku dan tidak boileih 

digunakan untuk ke ipeintingan pribadi atau keipeintingan yang tidak sah. 

4. Perlindungan Terhadap Korban  

Tindakan pungli pada pro iseis PTSL (Peindaftaran Tanah Siste imatis 

Leingkap) adalah suatu tindak pidana yang me irugikan masyarakat. O ileih 

kareina itu, peirlindungan teirhadap ko irban sangat peinting dalam pro iseis 

peineigakan hukum tindak pidana pungli te irseibut. Seimeintara ini 

peirlindungan ko irban yang dilakukan dan dibe irikan oileih Peimeirintah 

untuk ko irban pungli PTSL (Pe indaftaran Tanah Sisteimatis Leingka) 

khusunya warga Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi adalah:  

a. Peimbeirian infoirmasi yang je ilas, koirban harus dibeirikan info irmasi 

yang je ilas teintang hak-hak meireika, proiseis hukum yang se idang 

beirlangsung, dan apa yang diharapkan dari meireika dalam pro iseis 
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peineigakan hukum. Hal ini harus dilakukan o ileih peitugas hukum dan 

peineigak hukum yang beirtanggung jawab untuk meinangani kasus ini. 

b. Peirlindungan saksi dan ko irban, saksi dan ko irban harus dilindungi 

dari ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan o ileih peilaku 

atau pihak-pihak teirkait lainnya. Ada be ibeirapa me ikanismei untuk 

meilindungi saksi dan ko irban, seipeirti peirlindungan saksi, 

peinggunaan ideintitas rahasia, dan peineimpatan di teimpat yang aman.  

c. Peingadilan teirbuka, pro iseis peingadilan harus dilakukan se icara 

teirbuka agar ko irban dan masyarakat dapat me imantau dan me inilai 

prro iseis hukum yang se idang beirlangsung. Hal ini dapat me imbantu 

masyarakat me impeiroileih info irmasi yang akurat te intang tindak 

pidana pungli yang te irjadi dam me imbeirikan dukungan ke ipada 

ko irban. 

d. Reistitusi dan koimpeinsasi, ko irban harus dibeirikan reistitusi dan 

ko impeinsasi atas keirugian yang me ireika alami seibagai akibat dari 

tindakan pungli. Re istitusi dapat me incakup peingeimbalian uang atau 

proipeirti yang te ilah diambil oileih peilaku, seidangkan ko impeinsasi 

dapat meincakup keirugian finansial dan no in finansial lainnya.  

e. Peindampingan hukum, ko irban harus dibeirikan akseis kei peindamping 

hukum yang dapat me imbantu meireika meimahami proiseis hukum dan 

meilindungi hak-hak meireika seilama proiseis peineigakan hukum 

beirlangsung.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Beirdasarkan uraian dan analisa yang te ilah peinyusun lakukan pada bab 

seibeilumnya, maka pe inyusun beirusaha meinyimpulkan hasil pe ineilitian seirta 

peimbahasan yang te ilah dilakukan deingan peinjabaran seibagai be irikut: 

Peirtama, me ingeinai bagaimana pro iseis peineigakan hukum yang 

dilakukan o ileih peineigak hukum te irhadap kasus pungli PTSL (Pe indaftaran 

Tanah Siste imatis Leingkap) di Keijaksaan Neigeiri Sido iarjoi. Proiseis 

peineigakan hukumnya te ilah dilaksanakan o ileih pihak Keijaksaan Ne igeiri 

Sidoiarjo i seisuai deingan proiseidur yang be irlaku dan teilah me ingalami 

beibeirapa keibeirhasilan. Pihak Keijaksaan Neigeiri Sido iarjoi teilah meilakukan 

peinye ilidikan maupun pe inyidikan ke ipada Teirdakwa Ro ikhayani hingga 

meinghasilkan jawaban me ingeinai keilanjutan dan keilangsungan pro iseis 

seikanjutnya yaitu pe inuntutan dimana Teirdakwa Ro ikhayani te ilah dituntut 

seibagaimana me istinya yang sudah peinulis uraikan di bab seibeilumnya. Lalu 

adanya pe ilaksaan putusan peingadilan, dimana Te irdakwa Ro ikhayani 

dituntut dan didakwa seisuai deingan apa yang te ilah ia peirbuat. 

Keidua, meingeinai analisis teintang teircapai atau tidaknya ke iadilan dalam 

proiseis peineigakan hukum teirhadap kasus pungli PTSL (Pe indaftaran tanah 

Sisteimatis Leingkap) di Keijaksaan Neigeiri Sido iarjoi. Pro iseis peineigakan 

hukum teirhadap kasus pungli PTSL (Pe indaftaran tanah Sisteimatis Leingkap) 

ini teilah me incapai keiadilan, pro iseis ini meilibatkan instansi yang se icara 
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hukum sah dalam me inangani tindak pidana. Pada kasus pungli PTSL 

(Peindaftaran Tanah Siste imatis Leingkap) yang di lakukan o ileih Teirdakwa 

Roikhayani me ilibatkan Keijaksaan Neigeiri Sido iarjoi seibagai le imbaga 

peinuntut umum yang me imeiriksa di tahapan awal seipeirti adanya peingaduan 

lalu peinyeilidikan dimana pihak ke ijaksaan meincari bukti ataupun 

meilakukan O iTT,lalu peinuntutan, peirsidangan. Peirsidangan ini juga 

meilibatkan Pe ingadilan yang dimana pada akhirnya manjatuhkan putusan 

yang me ingatakan bahwa Teirdakwa Ro ikhayani beirsalah dan dijatuhi 

hukuman 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan de ingan deinda uang se ibeisar 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Lalu se ilanjutnya ada pe ineitapan 

teirsangka,peineirapan pasal dan peinjatuhan hukuman, lalu yang te irakhir uang 

yang di rampas o ileih neigara. 

B. Saran  

 Beirdasarkan keisimpulan yang te ilah dipaparkan o ileih peinyusun, adapun 

saran yang dibe irikan keipada leimbaga peineigak hukum seibagai be irikut :  

1. Kejaksaan 

a. Peiningkatan Peingawasan Inte irnal: Keijaksaan harus me impeirkuat 

siste im peingawasan inteirnalnya agar kasus pungli PTSL dapat 

dideiteiksi leibih ceipat. Hal ini dapat dilakukan de ingan me ingadoipsi 

teiknoiloigi canggih, seipeirti siste im peimantauan dan analisis data yang 

meimungkinkan ideintifikasi transaksi yang me incurigakan. 

b. Peinyuluhan dan Peindidikan: Keijaksaan peirlu me iningkatkan 

peinyuluhan dan peindidikan keipada masyarakat me ingeinai bahaya 
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dan ko inseikueinsi hukum dari praktik pungli. De ingan me iningkatkan 

keisadaran masyarakat, pe iluang teirjadinya pungli PTSL dapat 

beirkurang. 

c. Keirjasama antara Instansi Te irkait: Keijaksaan peirlu me impeirkuat 

keirjasama deingan instansi te irkait, seipeirti Keipoilisian dan Badan 

Peirtanahan Nasio inal (BPN), dalam hal pe ingumpulan bukti, 

peinye ilidikan, dan peinuntutan kasus pungli PTSL. Sine irgi antar 

leimbaga dapat meiningkatkan eifeiktivitas peineigakan hukum. 

d. Transparansi dan Akuntabilitas: Ke ijaksaan harus me injaga 

transparansi dalam pro iseis peineigakan hukum teirhadap kasus pungli 

PTSL. Info irmasi meingeinai langkah-langkah yang diambil, pro iseis 

hukum yang dilakukan, dan hasilnya harus dapat diakse is oileih 

publik. Hal ini akan me iningkatkan keipeircayaan masyarakat te irhadap 

peineigakan hukum yang dilakukan o ileih Keijaksaan. 

e. Peinceigahan Koirupsi: Keijaksaan peirlu meilibatkan diri se icara aktif 

dalam upaya pe inceigahan ko irupsi, teirmasuk peinceigahan pungli 

PTSL. Pe ilatihan anti-koirupsi, peiningkatan inteigritas, dan peineigakan 

ko idei eitik di leimbaga peineigak hukum harus meinjadi prio iritas. 

2. Pengadilan  

a. Leibih ceirmat dalam meimahami keiweinangan meingadili peirkara 

tindak pidana pungli se ibagaimana te irteira dalam Pasal 16 huruf a 

Undang-Undang Noimoir 46 Tahun 2009 teintang Tindak Pidana 

Ko irupsi.  
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b. Meingadakan peindidikan keihakiman guna me inangani kasus Tindak 

Pidana Ko irupsi seihingga me inghindari keisalahpahaman me ingeieinai 

keiweinangan meingadili pe irkara Tindak Pidana Ko irupsi kareina 

adanya peiraturan teirbaru meingeinai aturan Peingadilan Tindak Pidana 

Ko irupsi  

3. Korban  

a. Peirlindungan koirban peirlu dipeirhatikan deingan beibeirapa 

meikanismei yaitu adanya pe irmoihoinan reistitusi me ilalui LPSK 

(Leimbaga Peirlindungan Saksi dan Koirban) seirta me ingajukan 

gugatan pe irbuatan meilawan hukum kei Peingadilan Neigeiri guna 

meincari keipastian hukum teintang hak warga Deisa Suko i Keicamatan 

Suko idoinoi untuk meindapat seirtifikat tanah. 

b. Warga Deisa Suko i Keicamatan Suko idoinoi disarankan untuk 

meineimpuh jalur peirdata untuk meingeimbalikan haknya me ingeinai 

ganti rugi te irseibut bukan me injadi keiweinangan dari Maje ilis Hakim 

hukum pidana.  

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Meimbuat LPSK (Leimbaga Peirlindungan Saksi dan Ko irban) di 

Kabupatein Sido iarjoi kareina leimbaga ini sifatnya sangat pe inting dan 

meindeisak guna meimulihkan seirta meingeimbalikan hak-hak para ko irban 

keijahatan atau tindak pidana te irutama pungli ataupun ko irupsi.  



 
 

59 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Alvin Johnson, “Sosiologi Hukum” (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal 194. 

Budiono Kusumohamidjojo, “Ketertiban Yang Adil Dalam Problematika Filsafat 

Hukum” (Jakarta: Grassindo, 1999) Hal 126. 

Djoko Sumaryanto, “Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana” (Surabaya: UBHARA 

Press 2020) Hal 23. 

Emon Makarim, “Kompilasi Hukum Telematika” (Jakarta; PT Grafindo Persada, 

2003) Hal 13. 

Evi Hartanti, “Tindak1Pidana Korupsi Edisi1Kedua” (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) 

8-9 

RE. Baringbing Catur Wangsa, “Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum” (Jakarta: 

Pusat Kajian Informasi, 2001) Hal 54. 

Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana” (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hal 77. 

Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) Hal 5.  

Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986) Hal 34. 

Sudjito, “PTSL Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa 

Tanah yang Bersifat Strategis” (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hal 7. 

Satjipto Raharjo, “Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi” (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2009) Hal 25. 

Sudikno Merto Kusumo, “Mengenal Hukum” (Yogyakarta: Liberty, 1999) Hal 145. 

Soerjono Soekanto, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Rajawali Press, 2015) 

Hal 15. 

Yulies Tina Masriani, “Pengantar Hukum Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 

Hal 13. 

Soejono Soekanto, “Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar” (Jakarta: Rajawali 

Persada, 1990) Hal 178. 



60 

 

 
 

Satjipto Raharjo, “Ilmu1Hukum” (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1998) Hal 

8.  

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

 

Artikel dan Jurnal 

Iqbal Hasanudin, “Keadilan Sosial Telaah Atas Filsafat Politik”, John1Rawls 

Jurnal Refleksi, Vol. 17, No. 2, (Oktober, 2018), Hal 194. 

Laurensius Arliman S, “ Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh 

Penyidik Direktorat Kriminal Kasus”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 

1, (April, 2020), Hal 50.  

 

 

 



61 

 

 
 

Internet  

Nanang Ichwan “Pungli PTSL, Kejari Sidoarjo Segera Sidangkan Kades Suko” 

https://faktualnews.co/2022/05/25/pungli-ptsl-kejari-sidoarjo-segera-

sidangkan-kades-suko-nonaktiv-dan-tiga-perangkatnya/318150/amp/ 

diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 20.47. 

 

Rudi Mulya “Kades Suko Sidoarjo Ditahan Kejaksaan, Kasus Pungli PTSL” 

https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-

ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl diakses pada tanggal 2 Januari 2023, 

Pukul 22.33. 

 

Adji Samekto “Perkenalan Metode Sociolegal” 

https://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-

metode-socio-legal diakses pada tanggal 5 Januari 2023, Pukul 07.57.  

 

 

Wawancara  

 

John Franky Yanafia Ariandi (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, 

Sidoarjo, 10 April 2023. 

 

I Putu Kisnu Gupta (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, 

Sidoarjo, 10 April 2023. 

 

Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 12 

April 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faktualnews.co/2022/05/25/pungli-ptsl-kejari-sidoarjo-segera-sidangkan-kades-suko-nonaktiv-dan-tiga-perangkatnya/318150/amp/
https://faktualnews.co/2022/05/25/pungli-ptsl-kejari-sidoarjo-segera-sidangkan-kades-suko-nonaktiv-dan-tiga-perangkatnya/318150/amp/
https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl
https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl
https://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-socio-legal
https://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-socio-legal


62 

 

 
 

 Lampiran

 



63 

 

 
 

 

 

 



64 

 

 
 

Wawancara dengan I Putu Kisnu Gupta, S.H. dan Ardi Padma S.H, M.H Selaku 

Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo 

 

 

 

 



65 

 

 
 

 

 

 


